
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAW A BARA T 

PERATURAN UPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 3 TAHUN 2024 

TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PA.JAK BARANG DAN JASA TERTE TU 
A PAJAK SARANG BURUNG WALET 

Menimban g 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT UB N YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMAL VA, 

a . b ahwa Pajak Ba ana dan Jasa Tertentu dan Paja Sarang 
BUruI g , a let m pa ka j n Paj ak y d i pungu t 
berdasa kan erhit endir i oleh aji Pajak 
ebagaimana a uran Daer K bupaten 
asikrna laya Nom or 1 Tahu 2024 t ntang Pajak Daerah 

S l a er 
b o bahwa a lam ra gka pelaksanaan pemun ta n Pajak 

Bara g da Jasa T rtentu dan Pajak Sara ng Bur ng Walet, 
erlu men r m n gen ai tata cara pemunguta n secara 
omprehe 

c. b iVa ber as kan per °mbangan se a gaim a dimaksud 
dalam u f a da hu f b , perlu menetap an Peraturan 

u paf t ntang Tata Cara Pemunguta n Paja k Barang dan 
J sa Terten tu d aj ak Sarang Bu r n g Walet; 

1. Und g-Undang Nomor 14 Tahu n 1950 tentang 
Pem bent kan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkung n 0 insi Jawa Barat (Be rita Negara Tahun 
1950), ebaga Omana telah d iu bah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Ta un 968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Ka bupaten Subang dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
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2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6 7 57); 

4 . Peraturan Pemerintah Republik n dones ' Nom or 69 Tahun 
20 10 tentang T t a Cara Pem berian d n emanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Da erah dan Re r 'bu s ' Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 10 Nomor 
5161) ; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L m aran 
Negara Republik Indonesia Tah n 2019 Nomor 6322) ; 

6. Pera uran Pemerinta h Republik Indonesia omor 1 Tahun 
2021 ten ang Pajak Daera dan Retribusi Daerah Dalam 
Rangka Menduk n g Kemuda han Berus ha da Layanan 
Daerah (Tambah n Lembaran Negara Republik I donesia 

023 om or 6622); 
7 . Peraturan Pemer inta Repu ik ndones'a No or 4 Tahun 

2023 tentang Pemu n gutan Barang dan sa rte tu atas 
Tenaga Listrik (Tambahan Lembara Negara epublik 
n onesia omor 6 84 8 ; 

8 . Peratu ra Pemerintah Repu lik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2023 te tang Keten tuan Umum Pajak Daerah dan etribusi 

a era (Lem an Ne a r Rep b lik Indonesia Ta un 2023 
om or 8 5); 

Perat ran en er ' D am Negeri Repu lik lon e ia Nomor 
77 T h n 202 t ntang Pe oma Tekn·. P ngelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Nega ra Repu blik Indo esia Tahun 
2020 Nom or 1781 ; 

1 . Peraturan Da ra Kabupaten Ta ikm aya omor 1 Tahun 
2 16 t ntang Ta ta Ca ra Pe bent kan Produk Hukum 
Daera (Lem bara n Daerah Kabu pate Tasikmalaya Tahun 
201 6 Nomor 1); 

11. Peraturan D era Ka up at n Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusa n Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pe erintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 1); 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 
2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 
Nomor 8); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 
Nomor 1). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA EM NGUTAN 
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU DAN PAJAK RANG 
BURUNG WALET. 

AB I 
KETENTUAN UMUM 

P s ail 

Da lam Peraturan Bu ati ini y ng dimaksud dengan : 
1. aerah Kab paten yan selan'utnya disebut Daerah adalah 

Daerah abu pa en Ta . rna aya. 
2. B pati adala h Bu pati ikma aya. 

P merintah D rah Ka paten adalah B 
penyelen gara ern erin taha Daera 
pe a sa aan u ru an pe erinta n 
kewe an a n Daerah otonom . 

ti s 
yang 

g 

agal unsur 
m emlmpln 

menjadi 

4. Per gkat Daerah ad ah Perangkat Da r h yang 
membi angi layan n idang perpajakan . 

5. . epal· Per" gk t Da erah ada lah Kepala Peranok t Daerah 
yang m m 'd a- gi pelaya n a n b idan p r ajak n. 
Pajak Daer h, ya ng se anj t ya isebut Paj , adalah 
kontribu i wafb ke a a Da rah ya n terut oleh orang 
pr ibadi tau Ba da y g bersifat ,maksa berdasarkan 
Un ang-Undang, dengan tidak menda a tkan imbalan secara 
angs ng dan igu akan unt k keperl n Daerah bagi 

sebesar- esarnya kemakmuran rakyat. 
7. Paj k Ba ang an Jasa erte tu ya g selanjutnya disingkat 

PBJT a. lah ajak yang diba rkan oleh konsumen akhir 
atas konsum . ba ang da j atau jasa tertentu. 

8. Barang dan jasa terte tu adalah barang dan jasa yang dijual 
danjatau diserahk n kepada konsumen akhir. 

9. Makanan danl atau minuman adalah makanan danl atau 
minuman yang disediakan, dijual dan I atau diserahkan, 
baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui 
pesanan oleh restoran. 

10. Restoran adalah ' fasilitas penyediaan layanan makanan 
danl atau minuman dengan dipungut bayaran. 

11. Jasa Boga atau Katering adalah jasa penyediaan makanan 
dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan 
perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan 
penyaJIan, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh 
pemesan. 
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12. Tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan 
oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan 
untuk bermacam peralatan listrik. 

13. Jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang 
dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, 
kegiatan hiburan, danl atau fasilitas lainnya. 

14. Jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan 
tempat parkir diluar Badan jalan danl atau pelayanan 
memakir an en araan untu itempat an di area parkir, 

g . e . ka r a ' a d g pokok usaha 
maupun yang disediakan sebagai suatu us a, termasuk 
penyediaan tempa t pen it ipan kendaraan ber ot 

15. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyed ' a n atau 
penyelenggaraan emua jenis tontonan, per nj kkan, 
permainan, keta ngkasan, rekreasi, danl atau kera m aian 
untuk dinikmati. 

16. Pajak sarang bu rung walet adalah Pajak ata kegiatan 
pengambilan dan /atau pengusahaa n sarang burun g allet. 

17. Buru ng walet adalah satwa yang termasuk a rga collocalia, 
yaitu coll calia fu chliap haga, collacolia maxina, collocalia 
esculanta, dan collocalia linchi. 

18. Badan adalah s k mpulan orang dan/atau m odal yang 
merup ~ kesa tua , baik g ~ e1akukan a a maupun 

a ng ti ak m e k n usa a yang m elip ti erseroan 
terbatas, persero n omandi er, perseroan la'nny , badan 
u saha ilik neg a, badan u a ha mili Daerah a tau badan 

sa La m T a, dal e tu apapun, 
firma, kongsi, koperasi, pensiun, per ~ekutuan, 
perku pul , ya a an, 0 ga isa 1 massa, organ i 'a si sosial 
politik, atau rgan is si inny , Lembaga dan ben t k badan 
lainnyr , t rna u k k ntrak i ve ~tasi ko e' tif d bentuk 
u aha teta 

9. Subje Paj k adala h ora g priba ' a tau bad n yang dapat 
d ikenai Pajak. 

20 , u bjek B adalah ons men Barang dan a a Tertentu. 
1. Su ~ek Pajak Sa ang Buru n g Wa let a ah orang pribadi 

atau Badan y g melaku kan pengam ilan danl atau 
me gus hakan sarang Burung Wale . 

22. W 'ib jak dalah orang p ibadi a tau badan, me1iputi 
pemba a r Pa ' ak, pemotong P . a k, dan pemungut Pajak, 
yang memp nyai h ak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan pera turan perundang-undangan. 

23. Wajib PBJT ada h orang pribadi atau Badan yang 
melakukan penjualan, penyerahan, danl atau konsumsi 
Barang dan Jasa Tertentu. 

24, Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau 
Badan yang me1akukan pengambilan danJatau 
mengusahakan sarang Burung Walet. 

25. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat NPWPD ada1ah nomor yang diberikan kepada 
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 
Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau 
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan 
memenuhi kewajiban perpajakan Daerahnya. 
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26. Penanggung Pajak adalah orang pibadi atau badan yang 
bertanggungjawab atas pembayaran Pajak termasuk wakil 
yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib 
Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undang 
perpajakan. 

27. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang larnanya 1 (satu) 
tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan 
tahun buku yang tidak sarna dengan tahun kalender. 

2 ada a j angka waktu yang enjadi dasar bagi 
j ' P j t e gg, e y or, an melaporkan 

Pajak yang terutang dalam suatu jangka raktu tertentu. 
29. Su rat Pem beritahuan Pajak Daera h yan g elanjutnya 

disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wa 'i Pajak 
digunakan unt melaporkan penghitungan da I atau 
pem yaran Paja k, objek Pajak dan/atau buk bjek 
Pajak, dan I a t h arta dan kewaj iban sesua' 
ketentuan peraturan erundang-undangan 
Daerah. 

30. Surat Setoran P oa k Daerah yang selanj tny isingkat 
SSPD adalah bukti pembaya an atau penyetoran Pajak yang 
telah d ilakukan de gan m en ggunak formulir a t u telah 
dilaku kan den ga n ca ra lain ke kas Daerah mel 1 i tempat 
pembaya ~ ya n dit nju k upati. 

3 1. Kas urn D rah a dala em pat enyl 
Daerah yang Bupati n tu k 
seluruh Peneri a an dan membay r 
Penge u ara a rah . 

n uang 
ampung 
seluruh 

32. Pernun u adalah suat r gkaian kegiatan rnulai dari 
penghim pun an d t objek a subjek Pajak, ~nentuan 

besam a p, j k yan ter tang sampa i kegia a n penagihan 
Paj a k pa W j ib P ja k serta pen aawasan penyetorannya. 

3 . P tuga P u n g t a'ak Daerah ang ela jutnya disebut 
Pe ug Pe un gut ajak ada lah tuga s e u ngut Pajak 

a erah ya ng rnp ya i tu a m el k sanakan emungutan 
aja k D era. 

4. Bendah ara Penge aran adalah pe 'abat ang ditunjuk 
rnenerima , m en T ' pan, rnernbayark , m enatausahakan, 
da m mper tan ggu n gjawab an u a n g untuk keperluan 
B anja Dae h dalam rang a pe ksanaan APBD pada 
SKPD. 

35. Penelitian a la seran gkaian kegiatan yang dilakukan 
untuk menilai k leng apan pengisian surat pemberitahuan 
atau dokumen la in yang dipersamakan dan lampiran­
lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran 
penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian an tara 
surat pemberitahuan dengan SSPD. 

36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya d isingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak 
yang rnenentukan besarnya jurnlah pokok Pajak, jumlah 
kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, 
besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih 
harus dibayar. 
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37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat 
ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 
Pajak yang telah ditetapkan. 

38. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang 
menentukan jurnlah pokok Pajak sarna besarnya dengan 
jurnlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada 

red it aja . 
39 . t a r ang selanjutnya 

disingkat SKPDLB adalah surat kete p Pajak yang 
m en entukan j rn ah keleb ih an pembayara P 'ak karen a 
jurnlah kredit Pajak lebih besar daripada Pa' k yang 
terutang atau seharusnya tidak terutang. 

40. u ra Tagihan Paja k Daerah yang selanjutnya isi gkat 
STPD adala u r t untuk rnelakukan tagih n Pajak 
danl atau sanksi dmi ' stratif berupa bunga da I atau 
denda. 

41. Sura t Keputusan Keberatan adalah surat ep an atas 
keberat terhada p SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDN, SKPDLB, ata terhadap pemoto g atau 
Pemungutan piha ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

42 . Putusa andin g a dala h t badan radil n pajak 
tas a in g terha eratan yang 

d 'ajukan oleh Wa 'ib 
43. Surat eputusan Pembetulan 

t al 
kekelirua dal 
peratu ra n 

SKPD 
Keput san 

eran kaian t i dakan agar Penanggung 
g ajak d an b ia a Pe la ihan Pajak 

nga n m ta memperi g tkan, elaksanakan 
Pen agihan seketi a dan sekaligu , . em er' tahukan surat 
paks ,mengus kan pencegahan, mel sanakan penyitaan, 
me aks ak n penyanderaa , dan m e jUal barang yang 
t ah di ita. 

45. Penag'han eketika an S aligus adalah tindakan 
Penagihan ajak yan g dilaksanakan oleh Jurusita Pajak 
kepada Penang ng ajak tanpa menunggu tanggal jatuh 
tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari 
semua jenis Pajak, Masa Pajak, dan tahun Pajak. 

46. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar 
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, 
danl atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan 
Pajak atau surat sejebisnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan perpajakan Daerah. 

47. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat 
untuk rnenegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk 
melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi. 

48. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak 
dan biaya Penagihan Pajak. 
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49. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak 
yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, 
pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan. 

50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, danl atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan 
suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban Pajak danl atau untuk tujuan lain 
da am rangka me aksana an keten tuan peraturan 
pe d g- da g p rp j ka d Retr·bu si Daerah. 

5 1. Pembukuan adalah suatu proses pencata ng dilakukan 
s eca ra teratur untuk mengumpulkan data dan informasi 
keuangan yang meliputi harta, kewaji a n, modal, 
penghasilan dan . aya serta jumlah harga per eh dan 
penyerahan baran atau jasa yang ditutup d engan 
menyusun laporan keuangan berupa neraca da . 1 poran 
laba rugi untuk periode t hun Tahun Pajak tersebu t. 

52. Anggaran Pendapata n dan Belanja Daerah yang la jutnya 
disingkat APBD ada lah rencana keuangan hu a n Daerah 
yang dite apkan dengan pe a turan Daerah. 

Pasa 1 2 

ati ini me · uti: 
T; 

b. genaan Pajak Bu rung Wa e ; 
ar 1ar, pend an dan enonaktifan Wajib 

Paja ani atau Objek Pajak; 
d . tata cara pembayaran dan penyetoran serta jan k a waktu; 
e . pelaporan dan j ngka waktu; 

ta ta ara pene itia ; 
g. tata ara erjasarn optimali asi pe ungu t n aja k; 
h. t r ta ca a p n gemb lia kele ·h n em bayaran, 

pem etula dan pem bata lan; 
1. pener itan sura t k tetapan Pajak; 
J. ta ta cara pemberian insentif fiska l da n kemudahan 

pem bayara Pajak teruta ng atau utang Pajak; 
tata ara pengajuan, pemberian keput an, dan tindak 
lanj t ke utusan Keberata n; 

1. ta cara pengaj an, pem erian eputusan, dan tindak 
lanjut eputu an ban ing; 

m. tata cara p agihan dan kedaluwarsa penagihan serta 
penghapusan pi ta n g Pajak; 

n. tata cara pemeriksaan Pajak; 
o. pembukuan; 
p. pemberian insentif pemungutan PBJT dan Pajak Sarang 

Burung Walet; 
q. ketentuan sanksi administratif; dan 
r. pelaporan dan rekonsiliasi penerimaan Pajak. 
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BAB II 
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PBJT 

Bagian Kesatu 
Objek PBJT 

Pasal3 

Objek PBJT merupakan penjualan, 
konsumsi baran da ·asa tertent yan 

penyerahan, danl atau 
el"puti: 

a . Makanan danl atau Minuman; 
Tenaga Listrik; 

c. J a sa erhotelan; 
d. Jasa Parkir; dan 
e. Jasa Kesenian da Hiburan. 

Pa sa1 4 

(1) Penjualan dan/atau peny a han Makanan d latau 
Minuman sebagaim na dimaksud da Pasal 3 uruf a 
meliputi Makanan da nl atau Minuman yang dise ia kan oleh: 
a. Restora paling sedikit en ediakan layanan 

p ajia ani a urn 4 ru a meJa, 
ursi, an/at 

ed· 
etengah 

penyajian 

1 a pros s pem 
san dan 
tan dan 

p nyimpanan dilakukan; dan 
3. p nya·i r n ilaku n dengan at' p era latan dan 

p tuga nya. 

(2) Yang d i ec alik n d i 0 dek P JT sebagaim a dimaksud 
pada t 1) d a ah pe jualan a enyerahan 
Makanan ani at u Minuma n: 
a. engan pere ran u aha ya tid k mele bihi 

Rp l.OOO.O 0,0 ( atu juta rupiah) per ul 
b. dila kan 0 eh toko swalayan dan sej isnya yang tidak 

sem ta- a ta m jual M an dan l atau Minuman; 
c. di akukan oleh pabrik Makanan ani atau Minuman; atau 
d. disediak n 0 h penyed· a fasilitas yang kegiatan usaha 

utamanya enyed· kan pelayanan Jasa menunggu 
pesawat (lounge ada bandar udara. 

Pasa15 

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh 
pengguna akhir. 

(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 
a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, 

Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya; 
b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti 

jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang 
sejenis; dan 
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c . konsumsi Tenaga Listrik yang diha silkan sendiri dengan 
kapasitas tertentu yang tidak m em erlu kan izin dari 
instansi teknis terkait. 

Pasal6 

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas 
penunJangnya, serta penyewaan ruang rapatl pertemuan 
pa a penyedia asa erhote an sepe i: 
a. hotel; 
b. 0 tel; 
c. villa; 
d. pondok wisata; 
e . m otel; 
f. losmen; 
g. wisma panWlS ta; 
h. pesanggrahan; 
1. ru mah pengina ani guesthouse/bungalo 0 I ottage; 
J. tempa t tinggal pribadi ya n a difungsi sebagai h tel;dan 
k. lampin . 

( ) ang ikecua ikan b ' gaimana 
di d da a aya 

, a a at, panti 
dan panti s sial lain nya yang 

sejeni ; 
c . j s · tern t tin ggal di pu, at endidikc; n at u kegiatan 

kea gam a n ; 
d . jasa bir erjalan a n ata perjalan a n wis' t · ; da 
e . j s p r sewa a ru a n ga u n tu diusahakan d i . otel. 

Pasa17 

1) Jasa Parki sebagaimana imak s d dala P sal 3 huruf d 
melip ti: 
a. p nye . aan a tau penyelengga raa tempat parkir; 

dania u 
b . pela n an m emarkirk n ken daraan (parkir valet) . 

(2) Yang dikecualikan a ri J a sa Parkir sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) m e ipu ti: 
a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

dan Pemerintah Daerah; dan 
b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran 

yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri. 

Pasal8 

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 3 huruf e meliputi: 
a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya 

yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi 
tertentu; 

b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan l atau busana; 
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c. kontes kecantikan; 
d. kontes binaraga; 
e. pameran; 
f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; 
g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; 
h. permainan ketangkasan; 
1. olahraga permainan dengan menggunakan tempatj ruang 

danj atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga 

J . , ana pendidikan, 
wahana budaya, wahana salju, wa ana permainan, 
pemancingan, ag owi ata, da n kebu n binata n g; 

k. panti pijat dan pijat refleksi; dan 
1. diskotek, kara k , ke1ab malam, bar, dan mandi ua 

(2) Y ng d ·kecualikan dari Jasa Kesenian dan 
sebagaimana d im aksud pada ayat (1) adalah Jasa 
dan Hiburan yang s mata- ata untuk: 
a. promOSl budaya tradision al 

bayaran; 
an tidak d ipungut 

b. kegia an layanan masyarakat de gan tidak ipungut 
baya an; danj a ta 

. b t ke e ·an dan hibura 
emer h, m erinta h ProvO 

erah yan t i a k i ngut bayara 

a glan e u a 

sanakan 
Pe erintah 

Dasar engena ,Tarif, dan Cara Pengh itung Pajak 

(1) 

Par graf 1 
Das Pe ge aa. PBJT 

Pa sa1 9 

a sar Pen enaan 
akana d n / a ta 
mbay ra yang 

dan jatau Minum n 
Minuman. 

BJT pe jual r dan ia au enyerahan 
Minu m n d i u ngut a s jumlah 

diter·m a ole peny d· Makanan 
untuk PBJT atas M karl an danjatau 

(2 Das r ngen a a n PBJ Ko sums· Te aga Listrik adalah 
ju lah ang ibayarkan oleh kon umen atas nilai jual 
Tenaga istrik. 

(3) Nilai jual Ten ga Li trik sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) ditetapkan: 
a. untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain 

dengan pembayaran, nilai jual Tenaga Listrik dihitung 
berdasarkan: 
1. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan 

biaya pemakaian kWhjvariabel yang ditagihkan dalam 
rekening listrik, untuk pascabayar; dan 

2. jumlah pembelian Tenaga Listrik, untuk prabayar; 
b. untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual 

Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, 
tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian 
listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah 
Daerah yang bersangkutan. 
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(4) Dasar Pengenaan PBJT Jasa Perhotelan adalah jumlah 
pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan. 

(5) Dasar Pengenaan PBJT Jasa Parkir adalah jumlah 
pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir. 

(6) Dasar pengenaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan adalah 
jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggaran Jasa 
Kesenian dan Hiburan. 

(7) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat 
(6), dasar pengenaan PBJT dihitung ber s kan harga jual 
barang dan ja a sejenis ya n g berla ku di wil ya Daerah. 

(8) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapk n ebijakan 
pengendalian pe ggunaan kendaraan pribadi n t ingkat 
k emacetan, dasar pengenaan PBJT Jasa Parkir seba ai ana 
dimaksud pa da ya t (5), ditetapkan sebesar tarif parkir 
sebelum dikenakan potongan. 

Paragraf 2 
Tarif PBJT 

Pasa110 

) 'f PBJT dite a ka s besar 10% (se ersen). 

(2) Khusu a i PBJ T atas j iburan p da d iskotek, 
karaoke, e ab m alam, bar , a m andi uapj a ditetapkan 
sebesar 4 0% (em at puluh per en). 

(3) K usus tari T a tas enaga Lis ri n 
a. pe ggun ' industri, perta mbangan m i yak bum i dan gas 

alam, traksi, c rah dan layana khusu sebesa r 3% (tiga 
persen); 

b. kons m s' ten a ga listri yang d i asilk se di . sebesar 
1,5% (sat koma lima ersen). 

Pa ragraf 3 
Cara P ghitun n PBJT 

P sal 11 

Be aran pok o PBJT yang terutang di itung dengan cara 
m nga ' an a sar pengenaan PBJT ebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 dengan arif PBJ se bagaimana dimaksud 
dalam Pasal O. 

(2) PBJT yang terut ng ebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dipungut pada tempat penjualan, penyerahan, danl atau 
konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan. 

Bagian Ketiga 
Saat Pajak Terutang, Masa Pajak dan Wilayah Pemungutan 

Paragraf 1 
Saat Terutang PBJT 

Pasal 12 

PBJT yang terutang dalam mas a Pajak teIjadi pada saat: 
a. pembayaranjpenyerahan atas Makanan dan/atau Minuman 

untuk PBJT atas Makanan danj atau Minuman; 
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b. konsumsij pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas 
Tenaga Listrik; 

c. pembayaranj penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT 
atas Jasa Perhotelan; 

d. pembayaranjpenyerahan atas jasa penyediaan temp at 
parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan 

e. pembayaranjpenyerahan atas jasa kesenian dan hiburan 
untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan. 

Par g 2 
Masa PBJT 

Pasal 13 

Masa Pajak PBJT a d ah jangka waktu yang laman a (satu) 
bulan kalender. 

Para graf 3 
Wilayah Pem u ngutan PBJT 

Pasal 14 

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat 
penjualan, penyera an, danj atau konsumsi bara g an Jasa 

dilakuka . 

BAB III 
A AR PENGENAAN, ARIF DAN CARA PERHIT 

PAJ AK SARANG BURUNG WALET 

Bagian Kesat 
Obj k Pajak Sara g B rung W let 

Pa sal 15 

Obj ek P j k Sara g Bu n g Walet a ala 
danjatau p e gusahaan sarang Bu run g Walet. 

Pasal16 

pengambilan 

Y ng dike ualik an dari objek Pajak Sarang Burung Walet 
sebagaima a ·m aksu d dal m a al 15 adalah pengambilan 
sarang B rung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara 
bukan Pajak. 

Bagian Kedua 
Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Penghitungan 

Paragraf 1 
Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet 

Pasal17 

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai 
jual sarang Burung Walet. 

(2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) dihitung berdasarkan p erkalian antara harga 
pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di 
Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung 
Walet. 
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(3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) sesuai hasil survey harga di Daerah. 

Paragraf 2 
Tarif Pajak Sarang Burung Walet 

Pasa118 

Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% 
p ). 

Para gra 
Cara Perhitungan Pajak Sarang Burung Wa et 

Pa s 1 19 

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Wa1et yang ter tang 
dihi tung dengan cara m engalikan dasar pengena Paj ak 
Sarang Burung Walet se bagaimana dimaksud dalam P sal 17 
ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet se a galmana 
dimaksud dalam Pasa l 18. 

a g tiga 
Sa Te ng, Mas Pajak a Wi1aya Pemung. tan 

Paragra f 1 
Saat Te ang Pajak Sarang Bu 1 ng W I t 

Pasal 20 

Saat ter t g Pajak rang Burung . alet d it tapka pada saat 
terjadinya enga ilan / ata p er g ~ aa ang Burung 
Walet. 

Paragraf 2 
Masa ajak Sarang Burun g Wa let 

Pasa121 

Masa Pa'ak Sarang Bu ung Walet adalah jangka waktu yang 
lamanya 1 ( atu) bu la n kalender. 

ragraf 3 
Wilayah Pemungutan Pa 'ak Sarang Burung Walet 

Pasa1 22 

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang 
adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau 
pengusahaan sarang Burung Walet. 
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BABIV 
TATA CARA PENDAFfARAN, PENDATAAN, DAN PENONAKTIFAN 

WAJIB DANI ATAU OBJEK PAJAK 

Bagian Kesatu 
Pendaftaran 

Pasal23 

(1) Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan wajib mendaftarkan 
p p ' p at Daerah untuk 

ja i Waj i Pajak gan m ggu ak formulir yang 
dilengkap' dengan : 
a. Fotocopy Kart Tan a Pe" duduk (KTP) b gi ajib Pajak 

Pribadi atau fotocopy wakil identitas Perusah n bagi 
Wajib Pajak Bada n. 

b. Nomo Pokok Waj ib Pajak (NPWP). 
c. Fotocopy Akta P n dirian Perusahaan dania - u Surat 

Izin U saha bagi ajib Paja Badan. 

(2) Wajib Pajak waj ib mengisi formulir p daftaran secara 
benar dan lengkap . 

(3) Apabila pengisi n formu lir pendaft r ra sudah d ianggap 
benar dan lengka p , Kepala Perangkat Daerah en etapkan 
Nomo ok W jib Paja k r ~ NPWPD). 

() PWPD seba aim a na ·m aksud pad t (3) u n t k orang 
p 'badi d ih un ka n e an Nomor u Kep en udukan. 

5 P PD eb g ·m a n su d pada yat 3) u t -k badan 
dihu u ngkan deng n Nomor In uk Ber saha. 

6 Keten t an seb gaimana dim aksud pada ayat (1) 
i ecu alik n tuk 71/ aj ib Paj k Peny d ia Te a ga Listrik 

yang berstat s b adan u saha milik n g ra a ta u badan 
u s ah m i i Daerah . 

(7) Pen a f ara n Waf dan l a ta Objek Pajak da a t dilakukan 
secara ala j . n ga (d aring) I online. 

(8) orm at for r pe daftaran tercantum al m lampiran 
yang m er paka bagian idak terpisa k an ari Peraturan 
Bup ti ini. 

Pasal24 

(1) Dalam al or g pribadi at u badan tidak mendaftarkan 
diri sebagaim na ima sud dalam Pasal 23, Kepala Daerah 
atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan/Kepala 
Perangkat Daerah menetapkan Wajib Pajak dan 
menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau 
dimiliki oleh Daerah. 

(2) Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan 
NPWPD-nya secara jabatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi 
persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan, paling lama 5 (lima) 
Tahun sebelum diterbitkannya NPWPD. 

(3) Terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan 
SKPDKB disertai dengan sanksi administratif sesuru 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Bagian Kedua 
Pendataan 

Paragraf 1 
Umum 

Pasa125 

Pendataan dilakukan untuk 
menatausahakan data objek 

memperoleh, melengkapi, dan 
Pajak danl atau Wajib Pajak, 

alp 
g f1 
Da ah. 

~ untuk keperluan 

Paragraf2 
PBJT 

Pa sal 26 

( ) Pendataan objek dan Wajib Pajak dilaksanakan oleh 
Petugas pemungut a ' a k dengan menglsl formulir 
pendataan untuk m engumpulkan data-data yan m eliputi: 
a. Nama Usaha a n Alamat Usaha; 
b. Nam a dan Alam at Pem ilik Usaha; 
c . Nama dIam at Pe gelola Usaha ; 

enis 0 dek Paj ak; 
e. F silita y g ter e ia; 

a a- ata pe gunju g; 
Rata-rata 0 et; 

h . Rata-rata hargaJ porsil ka rcisl 'k I angan. 

(2) Khu u s ntuk PBJT tas Tenag Listrik data-data 
mel"pu i: 
a. Nama n Ala mat u aerah pelayanan PT LN; 

Na m a da n Alama pen yedia t n aga listrik N n PLN; 
c. Jumla pen ggu a te aga list 'k pe a rah pelayanan 

PT PLN a ta p enyed ia te aga is trik N n PL dan per­
G I ngan Tarif. 

(3) Pen dataan aji P jak dap t d i a kuk den ga n cara : 
a. Petuga yang d itunj k mengunju gi/ m e datangi Wajib 

P ja k ; 
b. etug s yang d itunjuk mela kan wawancara, melihat 

data embu an, mel kuka pemantauan atau cara 
lain yang d iperluka n; 

c. Petugas ng dit njuk melakukan pencatatan atau 
dokumentasi; 

d. Pendataan untuk PBJT atas tenaga listrik dilakukan 
melalui kantor daerah pelayanan PT PLN atau penyedia 
tenaga listrik Non PLN. 

(4) Dalam hal tertentu Kepala Perangkat Daerah dapat 
melaksanakan pengecekan kesesuaian antara data SPTPD 
yang dilaporkan dengan jumlah setoran PBJT dan 
mengambil dokumentasi terhadap aktifitas kegiatan usaha. 

(5) Dalam rangka optimalisasi penerimaan PBJT Kepala 
Perangkat Daerah dapat memerintahkan petugas 
Perangkat Daerah untuk melaksanakan pemantauan 
langsung dilokasi usaha menghitung dan mencatat jumlah 
pengunjung seperti pada saat liburan. 
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(6) Format formulir pendataan SPfPD tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Paragraf 3 
Pajak Sarang Burung Walet 

Pasa127 

( 1 e d Wa" P ' ak dilaksanakan oleh 
Pet gas pem ngut Pa'ak dengan englsl formulir 
pendataan untuk mengumpulkan data- ta yang meliputi: 
a . Nama da Alamat Loka s i Sa rang Burun Wa et; 
b. Nama dan Alamat Pemilik Sarang Burung Wa e ; 
c. Nama dan Al m at Pengelola Sarang Burung al t; 
d . Kategori Lokasi Sarang Burung Walet (habita t a lami 

atau di u r h b itat alami); 
e . Luas Area Saran g rung Walet; 
f. Frekuensi pengambilan Sarang Burung Wa t (panen) 

dalam setahu ; 
g. Rata-rata volu m e Sar g Burung Walet setia panen. 

(2) Pendataan wajib Paja selanjutnya dapat d ilakukan 
dengan cara: 
a. 

b . 

-n yan 

g d it nju k m gunjungij m e datangi Wajib 

'uk melaku kan w wa n 
melak kan pe antauan 

, melihat 
tau cara 

c. Petu ga s yang ditunju k 
d umentasi. 

elakukan pencatatan atau 

(3) Da lam hal tent etugas Pera gkat . er h dapat 
m ela san kan peng cek n kesesu aian t ra da ta volume 

y d ila po an den n 'u lah set ran Pajak 
ara g B rung Wal t dan m n ga mbil dokumentasi 

terha a akti It s panen Sarang Bur n g Walet. 

(4) Dala m rangka optimalisasi pen erimaa ajak Sarang 
Burung alet, Kepala Perangka t aerah dapat 

em rintahkan petuga erang at Daerah untuk 
mel sa akan pemanta an 1 n gsu g dilokasi Sarang 
B rung alet, enghitung dan m encatat volume Sarang 
Burung alet ada s a t panen . 

Bagian Ketiga 
Penonaktifan atau Penghapusan 

Pasal28 

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan 
subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan, Bupati atau Kepala Perangkat 
Daerah dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan 
NPWPD, danjatau jenis penomoran lain yang 
dipersamakan, secara jabatan a tau atas dasar permohonan 
Wajib Pajak. 
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(2) Dalam hal penon aktifan atau penghapusan NPWPD, 
danl atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara 
jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Bupati atau 
Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan dalam 
jangka waktu paling lama Bulan November tahun berjalan. 

(3) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD 
danl atau jenis penomoran lain yang d ipersamakan atas 
dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana d imaksud 

p . p erangkat Daerah 
n bi kan k pu usan alam ja gka a tu 3 (tiga) bulan 

seja k tanggal permohon an diterima secar len gkap. 

(4) Dalam hal keputu an baga imana d imaksu pa a ayat (3) 
tidak diterbitkan setelah melampaui jangka w tu 3 (tiga) 
bulan, permohonan Wajib Pajak d ianggap disetuju i. 

(5) Penonaktifan a ta penghapusan NPWPD danl a u jenis 
penomoran lain yang dipersamakan secara jaba tan atau 
atas dasar perm ohonan Waj ib Pajak se a g r imana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaku n sepanja g Wajib 
Pajak: 
a. tida k memiliki tunggakan Pajak; dan 
b . idak seda g mengajukan upaya k m berupa 

keberatan, ban ding, gugatan, atau eninjau embali. 
(6) na tit a tau eng usan P , r r gistrasi, 

, a I atau je is p omor ain yang 'per amakan 
ebagaimana di a sud pada ayat (1 , khusus u n t k Wajib 

Pa'ak Badan dil kukan setelah proses pembu ar n Badan 
terseb t sesuai et ntuan per turan pe ndang-u dangan. 

BAB V 
PEMBA ARAN AN PENYETO N SE TA JAN WAKTU 

Pa sal 29 

(1) embayara tau penyetoran Pajak terutang dapat 
di akukan melal i istem p embayar erba sis elektronik. 

2) Dal hal sistem pembayara berb s is elektronik belum 
ter edia, danl a tau terdapa t ganggua , pembayaran atau 
p yeto n . ak da pat d 'lakukan melalui pembayaran 
tunai. 

(3) Pembayaran Pajak teru ang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakuka secara tunai kepada : 
a. Kas Umum Daerah atau bank lain yang ditunjuk dan 

ditetapkan oleh Bupati; 
b. petugas pemungut Pajak; atau 
c. tempat pembayaran lain yang sudah dikerjasamakan. 

(4) Petugas pemungut Pajak sebagaimana d imaksud pada ayat 
(3) huruf b terdiri atas : 
a. petugas pemungut PBJT; dan 
b. petugas pemungut Pajak Sarang Burung Walet. 

(5) Petugas pemungut PBJT 'dan petugas pemungut Pajak 
Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksu d pada ayat (4) 
merupakan petugas pemungut pada Perangkat Daerah. 



18 

(6) Petugas pemungut PBJT dan petugas pemungut Pajak 
Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daeraho 

(7) Petugas Pemungut PBJT atas makanan dan minuman 
untuk jasa boga atau katering adalah bendahara 
pengeluaran; 

(8) Bendahara pengeluaran wajib melakukan pungutan atau 
pemotongan PBJT atas makanan dan minuman untuk jasa 

oga a a u ka ering dari ajib Pajak u ntuk penyediaan 
makanan dan m inuman yang d ibiayai d ari anggaran 
pendapata d an belan oa daera ho 

(9) Pembayaran a tau penyetora 11. Pajak terutan g pOng lama 
10 (sepuluh) hari kerja sete1ah berakhirnya mas a Pa°ako 

(10) Wa oob Pajak mem bayar Pajak dengan menggunak SPD 
atau dokumen lain yang dipersamakan dilampiri d ngan 
SPTPD, SKPDKB, S K KBT, SKPDLB, SKPDN dan STPDo 

(11) Dalam. hal pemba aran berbasis elektronik se a a imana 
dimaksud pada a at (1) bukti pembayar t id perlu 
dilaks kan validasi ke ank tempat mbayarano 

(1 2 Dalam h 1 Waoib Pajak tidak membayar ata ' enyetor 
a tu e ° d O m aks d 

t (7), Wa oo Pajak °kenai sank ° 
a s eb ar 1% (s tu perserat s 

j k wak u paling a a 24 d a pu u e pa t) bulan 
serta agian dari bulan dihitung enu h 1 (satu) Ian dan 
ditagih dengan en ggunakan S 

13) For a t SSPD tercantum dal lampira n yang m rupakan 
bagia n tida k ter is kan dari Peraturan Bupati in io 

P sal 30 

elain pe bay ran Pajak teruta g s ara tunai se agaimana 
d Omaksud lam Pa a l 29 ayat (2) pem b ya ran d p dilakukan 
seca r 11. n tunai me1al i e-commerce dan tern at pembayaran 
a m y g sudah dikerja amakan o 

BABVI 
PEL PORAN DAN JANGKA WAK U 

B ian es tu 
Pe poran 

Pasal31 

(1) Setiap Wajib Pajak wajib melaporkan data transaksi 
usahanya dan menghitung sendiri jumlah Pajak terutang 
yang dituangkan dalam SPTPD yang diisi dengan benar, 
jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau 
penanggung Pajak. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada aya t (1) paling sedikit 
memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang 
dalam satu mas a Pajako 

(3) Khusus untuk PBJT atas tenaga listrik paling sedikit 
memuat jumlah pemakaian KWH dan area wilayaho 
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(4) Wajib Pajak atau kuasanya mendapatkan formulir SPI'PD 
ditempat yang telah disediakan pada Perangkat Daerah 
atau mengakses melalui aplikasi dalam Janngan 
(daring/ online). 

(5) SPI'PD disampaikan oleh Wajib Pajak dengan melampirkan 
bukti transaksi usaha Wajib Pajak, antara lain berupa 
laporan keuangan atau bukti pendukung lainnya seperti 
laporan penjualan/nota penjualan/bill hotel/karcis/tiket/ 

/ j e . KWH per area. 

(6 Kewajiban me ampirkan data a tau do m sebagaimana 
dimaksud p ada ayat (5) dapa t dit ia d akan d a am hal Wajib 
Pajak yang be angku tan dah melaksanak n rekaman 
data transaksi usaha seeara dalam jaring n aring/ 
online). 

8agi n Ke a 
J angka Waktu 

Pasal 32 

(1) Kepala Perangkat Daerah menetapka n jan k waktu 
penyampaian SPI'PD paling lama 15 (lima e a ) hari kerja 

elah ber ir ya rna a Pajak. 
(2 Apa i PD bel m di . an dala m a waktu 

sebagai ana d im a k d pa a at (1), Ke erangkat 
Daer mengelua r kan surat guran. 

( ) pa ila am jang a wa u 7 j 'h rJ setelah 
penerim a n Surat Tegura 1 sebagaima a dimak s ud pada 
aya (2) "PTPD belum disa paikan oleh Waj ib Pajak, 
Kepala Per at Daerah m enetapkan bes ya Pajak 
terut g eeara jaba tan. 

(4) Apabi S P eb gaim ana dim su pad t (1) tidak 
dapat dis mpa ikan ya ng iaki a tkan e . keadaan 
m emaksa kahar (force majeure) a ta u kejadia n peneurian/ 
keh ilangan, maka Wajib P jak m eng juk n enangguhan 
batas wa k u p enyampa"an SPTPD de ga melampirkan 
surat keterangan dari Wajib Pajak ya g disahkan oleh 
Peja bat a ng Berwen ang/kepolisia n. 

(5) Ke daan k har se agaiman a dimak sud pada ayat (4) yaitu: 
a. Bene a a m; 
b. Kebakara ; 
e. Kerusuhan m ssal atau huru-hara; 
d. Wabah penyakit; dan/atau 
e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. 

Pasal33 

(1) Wajib Pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha 
sementara atau libur semen tara harus menyampaikan 
SPI'PD Nihil. 

(2) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD Nihil dengan 
melampirkan : 
a . Surat pernyataan bermaterai dari Wajib Pajak tidak 

melakukan kegiatan usaha semen tara; dan 
b. Surat keterangan dari Desa. 
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BAB VII 
TATA CARA PENELITIAN 

Pasal34 

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian atas 
SPTPD dan rekap penerimaan harian yang disampaikan 
oleh Wajib Pajak. 

(2) Penelitian atas SPTPD sebagimana dimaksud pada ayat (1) 
me i uti: 

ay an dan/atau 
penyetoran dengan tanggal pelunasan ala SSPD; 

b . Kesesuaia a n tara SSPD den gan SPTPD; an 
c. Kebenaran penulisan, penghitungan, ani atau 

administrasi la' nya. 
(3) Apa i berda arkan hasil Penelitian atas S PD 

sebagaimana ima sud pada ayat (2) diketahui terdapat 
Pajak terutang yang tid k atau kurang dibay , Kepala 
Daerah atau Pej b a t yang ditunjuk menerbitkan TPD. 

(4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) m ca umkan 
juml k kurangan pemb ayaran Pajak terutan 

inistratif berupa bunga ~ ebesar 1% (satu 
P 'ak a n g dibayar, 

a u er khirnya 
n aj k, untuk 

24 d a pu u e . p t) bulan 
1 (satu) b Ian. 

(5) Penelitian atas S PD s ba.gaimana 
dima k su d pada a at (2) ter a pat indi asi p nyampaian 
in~ r a si ang t id k se enarnya dari ajib Paja , Kepala 
Da.er h ata ejabat yang itunj da m elakukan 

em eriksa n . 
(6) Hasil en lif an s baga'm a na dim k sud p d ayat (1) 

d ituan ka dalam lapor n h asil pen elifan. 

BAB VIII 
TATA CARA KERJASAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTA PAJAK 

Pasa 35 

(1) Dalam u aya eng ptimalkan penerimaan Pajak, 
Pemungutan P jak apat dilakukan melalui kerja sarna 
dengan: 
a. Pemerintah; 
b. Pemerintah Daerah lain; danl atau 
c . pihak ketiga. 

(2) Kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau 

informasi perpajakan, perizinan, serta data danl atau 
informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b . pengawasan Wajib Pajak bersarna sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan 
pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang 
perpajakan; 

d . pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang 
perpajakan; 

e . peningkatan pengetahuan dan kemarnpuan aparatur 
atau sumber daya manusia di bidang perpajakan; 

f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak 
etiga; an 

g. g g an perlu untuk 
dilaksanakan dengan didasarkan p da ertimbangan 
efisiensi da n efektivita s pelayanan pu ik serta saling 
menguntungkan. 

(3) Kerja sarna yang dapat dilaksanakan bersarn engan 
Peme 'ntah dan j atau Pemerintah Daerah lain seb 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b m liputi 
bentuk kerja sarna sebag imana dimaksud pa a ayat (2) 
huruf a sampai den gan huruf e dan j a tau huruf g. 

(4) Kerja sarna ya g dapat dilaksanakan bersa a dengan 
pihak ke "ga sebagaimana d imaksud pa a ayat (1 ) huruf c 

" uti b k e . . . a k. d pada 
ayat (2) uru c ampai 

sal 6 

(1) Pelaks naan kerja sama sebagaima a dima 'ud dalam 
Pa 1 3 d t ila kan sebagai berikut : 
a. eng jukan penawar k rja sam epada ih ak yang 

dit ju sebagaim ana dimaksu d dalam Pasal 35 ayat (1); 
d 
m ne i a penawa ran ke ja sa a dari pihak 
se ag . m a n a dimak s d dalam a s yat 1). 

(2) Kerj sarna eba gaimana im k su a a ayat (1) 
ditua gkan aIr m dokumen perjanj ian kerj a sarna atau 
dol u rn n lain yang isepak ti para p ihak. 

(3 Khu sus u n tuk entuk k erja sarna se a gairnana dirnaksud 
dalarn Pasal 35 ayat (2) huruf a, dokume perjanjian kerja 
sam dit tapkan oleh Bupa ti ber a ma itra kerja sarna. 

(4) Dok men erjanjian kerja sarna sebagaimana dimaksud 
pada ay t ( ) paling edikit mengatur ketentuan 
rnengenaI: 
a. subjek kerja rna; 
b . rnaksud dan tujuan; 
c . ruang lingkup; 
d . hak dan kewajiban para pihak yang terlibat; 
e . jangka waktu perjanjian; 
f. sumber pembiayaan; 
g. penyelesaian perselisihan; 
h. sanksi; 
1. korespondensi; dan 
J. Perubahan. 
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BABIX 
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, 

PENERBITAN TAGIHAN, SERTA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN 

Bagian Kesatu 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran 

Pasal37 

ara P oak, Wajib Pajak dapat 
menga

O 
kan permohona pengembalia n kepada Bupati 

atau Kepala Perangkat Daeraho 
(2) Bupati a ta u Kepala Perangkat Daera emberikan 

keputusan dalam jangka waktu paling lama (du a belas) 
bulan sejak °terimanya permohonan pen en alian 
k eleb oh an pembayaran Pajak sebagaimana dimak d pada 
ayat (1)0 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimak d pada 
ayat (2) telah dila m paui dan Bupati tau Kepala Pe angkat 
Daerah tidak m emberikan keputusan, r ohonan 
penge b ian pem bayaran Pajak di ggap dika u l an dan 
SKPDLB diterbitkan dala m jangka wa tu alin g lama 1 
(sa 
A a 01 

( ) Penge balian k elebihan pemb yaran Pajak s b a gaimana 
dimaksud pada ayat (1) d ilaku kan da lam ja gk a waktu 
pa ing lama 2 u a) sejak d O e bit annya ' K DLBo 

(6) J ika en gem ba lian k eleb ° an pem bayar Pajak ilakukan 

(7) 

etela Ie at 2 ( ua) bu lan, Kep a Peran k a t Daerah 
memberik n im a lan u n g s esar 0,6 % nol koma 
enam persen) er b an a tas keterla . bata embayaran 
kelebihan embayaran Pajak. 
Form at S PDLB sebagaim ana tercan 
yang m erupakan bagian tidak terpis 
Bu ati in io 

Pasal38 

d lam lampiran 
kan dari Peraturan 

(1) Apabila kele iha p mbayaran Pajak diperhitungkan 
dengan hutang Pajak lainnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan 
cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan 
berlaku se bagai bukti pem bayaran ° 

(2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas 
kelebihan pembayaran Pajak terutang, kelebihan tersebut 
dapat diperhitungkan dengan Pajak yang akan terutango 
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Bagian Kedua 
Penerbitan Tagihan 

Pasal39 

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya 
Pajak, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat 
menerbitkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan 
SKPDN. 

(2) u ati atau Kepa a erang at aerah apat menerbitkan 
STPD dalam al: 
a. Pajak terutang tidak atau kurang dib ar; 
b . Ha sil penelitia SPTPD terdapat ku rang ba 'ar sebagai 

akibat salah tulis, salah hitung, ata kesalahan 
administratif 'nnya oleh Wajib Pajak; 

c. SKPDKB, SKPDKBT surat keputusan pembet lanl 
keberatan dan putusan banding yang ti ak atau 
kurang dibayar sete a jatuh tempo pembayar n ; atau 

d. Wajib Pajak d ikenakan sanksi administra tif berupa 
bunga dania a denda. 

Juml t gihan dalam S P sebagaimana dimak d pada 
ayat (2) h uruf a, b ru a pokok Paj ak yang kuran dibayar 

. de k. . . . t ratif berupa 
I n ih it ng dari 

urang t ggal jatuh 
embayaran, 

untuk jangka waktu aling ama 4 (dua pulu empat) 
bulan ejak saat terutangnya Pajak s r ta agian ri bulan 
dihitu n penuh 1 ( atu) b u n. 

(4) Jumla tagihan dalam STPD sebagaim a dima sud pada 
ayat 2) huru c, dikena i sank i administra ' erupa bunga 
sebesar 0 ,6% (n I k rna en am persen) pe bul ari Pajak 
y n f ak a ta ku r n g iba ar, dih i n g ari ta . ggal jatuh 
temp p embaya ran sa pai d enga t ngga l p embayaran, 
u ntuk j ngka aktu palin g lam a 24 (dua p luh empat) 
bu lan sejak saat terutangnya Pajak se ta a gia n dari bulan 
dih 'tung pe uh 1 ( atu) ulan, 

gian Ket' ga 
m betu an dan Pe batala 

Pas 1 40 

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, 
Bupati atau Kepala Perangkat dapat melakukan 
pembetulan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan 
SKPDN yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis 
danl atau kesalahan hitung danl atau kekeliruan 
penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan 
Perundang- undangan Perpajakan Daerah, 

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan, 
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(3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau 
Kepala Perangkat Daerah menindaklanjut i permohonan 
tersebut dengan melakukan penelitian terhadap 
permohonan Wajib Pajak. 

(4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat meminta 
data, informasi, danl atau keterangan yang diperlukan. 

( ) Dalam hal pembe u an i a sarkan a a permohonan Wajib 
Pajak sebagaimana d imaksud pada a t, Bupati atau 
Kepala Pera n gka t Da era h waj ib me er i kan Surat 
Kepu tusan Pembetulan 'ebaga imana imak u d ada ayat 
(2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) u l sejak 
tanggal surat perm ohonan pembetulan diterima. 

(6 Sura.t Kep tusan Pembetulan sebagaimana dimaks pada 
ayat (5) berisi keput san berupa: 
a. mengabulka permohonan Wajib Pajak engan 

membetulkan kesalahan atau keke ' ruan an ' dapat 
beru a menambah an, mengurangkan, atau 
mengh apuskan jumlah Pajak yang terutang, aupun 
sanksi adm ini,tratif berupa bunga, dna, dan 

b . D ata m em t I a n hasil 
aan m aup n k a pan aja k yang 

sanaka a tau diterbitkan ti ak sesuai den gan tata 
cara yan ditentukan ; dan 

c. enolak perm ohonan Wajib Pajak. 
(7) Perm ona n betu an dan rat K putusan 

Pemb tula den ga for at sebagaima na e ca t m dalam 
lamp'ra n a ng m eru pak a n bagian tidak terpi 'a kan dari 
Pe "at ra n u pa' in i. 

BAB X 
PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK 

Pasal41 

(1) Dalam jan 5 (lima) tah n sejak terutangnya 
Pajak, Bu ati atau pala erangkat Daerah dapat 
menerbitk n SKPD ,SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN. 

(2) SKPDKB sebag iman a dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
dalam hal terdap Pajak yang kurang atau tidak dibayar 
berdasarkan: 
a. hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang 

terutang tidak atau kurang dibaya r ; 
b. Wajib Pajak tidak menyampaikan SSPD kepada Pejabat 

yang berwenang dalam jangka waktu masa Pajak dan 
telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan 
pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat 
Teguran; atau 

c . Jika kewajiban SSPD tidak d ipenuhi, Pajak yang 
terutang dihitung secara jabatan. 
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(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan 
dalam hal ditemukan data baru danjatau data yang 
semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan 
Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalarn 
rangka Penerbitan SKPDKBTo 

(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diterbitkan 
dalam hal jumlah Pajak yang terutang sarna besarnya 
dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan 
t" e °t P ° 

(5 SK KB, KPDKB dan SKPD deng F mat tercantum 
sdalam lampiran ya n g m e rupakan b a crian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati in io 

B B X! 
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL 

DAN KEMUDAHAN PEMBAYARAN PAJ AK TERUTANG 

Bagian Kesatu 
Pem berian Insentif Fisk al 

Pa al 42 

Dalam men d ku n g kebijaka kemudahan en vestasi, 
b pati dapat ember Okan insentif fi ke a d pelaku 

h ao 
(2 ) Insentif fiskal sebagaimana i aksud pada ayat (1) berupa 

pen rangan, k eringanan an pem e a sa n atau 
pengh a u an ata s pokok P °a , danjatau sank i ao 

(3) Ad °n istrasi dan tata cara pemberia inse tif fiskal 
ebagaimana im a ks pada a °lak akan sesuai 

ketentu an Peratura n Bu pati me .. 
fi k p erpajak D era ° 

Bagian Kedua 
Pem enan emudaha n Pembayaran Paja 

Ata Ut :lg Pajak 

Paragraf 
Urn 

P sal 43 

(1) Bupati dapat mem berikan kemudahan perpajakan Daerah 
kepada Wajib Pajak, meliputi: 
a o perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan 

Pajak; danj atau 
bo pemberian fasilitas angsuran atau penundaan 

pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajako 
(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan 

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalarni keadaan 
kahar sehingga Wajib Pajak tidak marnpu memenuhi 
kewajiban Pajak pada waktunyao 
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(3) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran 
Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak 
mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib 
Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi 
kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya. 

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) meliputi: 

b ~c 
b . k 
c. kerusuhan masyarakat huru hara; 
d. wabah penyakit ; dan/ a tau 
e. keadaaan lain berdasarkan pertimbangan up 1. 

Paragraf2 
Peneta pan 

Pasa1 44 

(1) Perpanjangan b ta s waktu pembayaran ta p laporan 
Pajak sebagaimana dima s d dalam P sal 43 ayat (1) huruf 
a dapa t d iberikan Bupati secara jaba tan atau er asarkan 
permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam k putusan 
Bupa .. 

Pemberian :( i itas an suran atau en e bayaran 
P . k terut g a tau tang Pajak e ag ·m a a imaksud 
dalam Pasal 43 ayat (2) dapa diberikan Bupati 
berd sar an per m o onan Waji j a yang itetapkan 
dalam keputusan Bupati. 

() Perm oh on n se agaimana dim k sud pad ayat (1 ) dan ayat 
(2), denga e sya ra 'ebag · berik t: 
a . 1 at ) permoh nan untuk STPD, SKPD KPDKBT, 

t a u SKPD y g imoh onk r 

b. Mencan urn an: 
1. jumlah tang Pajak yang dimohonkan 

engang u ran pembayarannya, 
2 . rna a angs ran, dan bes a rnya a n gs an atau 
3. jumlah u tang Pajak yang di oh nkan penundaan 

p embayarannya da jang a wa u penundaan. 
c. ditan atan . 0 eh ajib Pajak, dan dalam hal 

dita data gani oleh buka Wajib Pajak harus dilampiri 
surat ku sa; 

d. diajukan ping lambat 15 (lima belas) hari kerja 
sebelum jatuh tempo pembayarannya, kecuali apabila 
Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukan bahwa 
batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi 
karena keadaan diluar kekuasaannya; 

e. Tidak memiliki tunggakan Pajak tahun-tahun 
sebelumnya; dan 

f. dilampiri fotokopi STPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau 
SKPDLB yang dimohonkan pengangsuran atau 
penundaan. 

(4) Perpanjangan batas waktu pembayaran dan pemberian 
fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak atau 
utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) ditetapkan dengan keputusan bupati. 
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(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran 
Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dengan memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam 
pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir. 

(6) Pemberian fasilitas atau penundaan pembayaran Pajak 
terutang yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(5), dapat berupa : 

(7) 

a. Persetujuan jumlah angsuran Pajak dan/ atau masa 
g y sesuai dengan 

p h nan Wajib Pajak; 
b. Persetu juan sebagian jumlah angsur a ·ak dan/atau 

masa a ngsu ran atau lamanya pen n d n sesual 
dengan permohonan Wajib Pajak; 

c . Penolakan perm ohonan Wajib Pajak. 
Persetuj a n ata persetujuan sebagian angsur 
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) 
dan huruf b paling lama diberikan untuk jangk w 
(dua puluh empa t) bulan. 

atau 
uruf a 
ktu 24 

(8) Format Permohonan Angsuran, Permohonan Pe undaan 
Pembayaran, S rat Pemberitahuan Persetujua Angsuran 
Pembayaran, Surat Pem beritahua n Perse ujua P undaan 

mbayaran, Sura t P mberitahuan olaka ngsuran 
en n a Pem ya a , terc lampiran 

ya g merupakan ba gia ti ak terp· ah eraturan 
Bupati ini. 

Paragraf 3 
em bayar n Angs ra 

Pa sal45 

Pembayar n An gsuran dan pen nda pe ay ran disertai 
den ga n u n ga seb s 0,6% nol koma e ers n ) per bulan 
arl Jum yang m asih di ayar, untuk jangk w ktu paling 

lam a 24 (d a pul h empat) u lan serta bagia dari bulan 
dih itun g penuh 1 (sat ) bulan. 

BAB XII 
PEN JUA , PE IAN KEPUTUSAN, 

DAN TINDAK LANJUT KEPU USAN EBERATAN 

Bagia Kesatu 
Pengajuan Keberatan 

Pasal46 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati 
atau Kepala Perangkat Daerah atas suatu SSPD, STPD , 
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan pemotongan 
atau pemungutan oleh pihak ketiga. 

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) 
diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan 
mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak 
yang dipotong atau dipungut berdasarkan perhitungan 
Wajib Pajak, dengan disertai alasan yangjelas. 
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(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan sejak tanggal SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDLB, SKPDN, dikirim atau tanggal pemotongan atau 
Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan 
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan kahar. 

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
me iputi: 

b. kebakaran; 
c . kerusuhan m assal atau huru h a ra; 
d. wabah penyakit, danl atau; 
e. keadaan lain erdasarkan pertimbangan Bup a ti. 

(5) Keberatan dapa t diajukan apabila Wajib Paj telah 
membayar jak terutang dalam SSPD, STPD, DKB, 
SKPDKBT, SKPDLB , KPDN, atau pemotongan ole pihak 
ketiga paling sedik it sejumlah y ng telah disetuj i Wajib 
Pajak. 

(6) Keberata n yang tidak me enuhi persyaratan s b gaimana 
dimaksu dala ayat (1 ), ayat (2), aya t (3), dan ayat (4) 
tidak dianggap seba gai surat keberatan. 

(7 an a girim an sura e b a an me1a i p ngiriman 
terca a atau m lui a la in nya , a tau tanda 
penerimaan ra t keberata n yang di ampa' langsung 
oleh jib Pajak kepada pati t u Kepala erangkat 

. tan pe ke eratan. 
(8) Dalam Wajib Pajak men gajuk keberat , jangka 

wakt pe1unasan atas jum ah Pajak y g belu dibayar 
pada aat p ngajua n ke eratan ter anggu sa a i dengan 
1 (sa ) bulan eja k tan gal pen erbitan eputusan 
Keber tan. 

(9) J um ah P 'ak yang be u rn di a r pada s aat pengaJuan 
perm h onan er ta seb ga iman a d imak u dalam ayat 
(8) t idak te rna u k seba gai Utan g Paj k. 

Bagian Kedua 
Pe be 'an Kep tusan Ke eratan 

Pasa147 

(1) Bupati ata Kep a la Perangkat Daerah harus memberi 
keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa146 ayat (1). 

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat 
melakukan Pemeriksaan. 

(3) Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam 
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak 
tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 46 ayat (7) . 

(4) Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atas 
keberatan dapat berupa : 
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a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang 
berdasarkan hasil penelitian sarna dengan Pajak yang 
terutang menurut Wajib Pajak; 

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang 
berdasarkan hasil penelitian sebagian sarna dengan 
Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak; 

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil 
penelitian sarna dengan Pajak yang terutang dalarn 
surat keputusan/ketetapan yang iajukan keberatan 

eh j ' P' k; 
d. menarnbah besarnya jumlah Pajak y g t rutang dalarn 

h al Pajak ter tan g berdasarkan hasil e elitian lebih 
besar dari Pajak yang terutang ala surat 
keputusan/ k etapan yang diajukan kebera t oleh 
Wajib Pajak. 

(5) Apabila dala jangka waktu sebagaimana dimak u d pad a 
ayat (3), Bupati atau Kepala Perangkat Da ra tidak 
memberi suatu keputusan, k beratan yan iajukan 
tersebu t dianggap iterima. 

Bagia n 
Tindak Lanjut ep 

e 19a 
san Keberatan 

P sal 4 8 

(1) I pengajuan ke rat ajak dika lka sebagian 
h ny' , kelebihan embayaran Pajak 

alikan den an ditamb im a lan bu ga sebesar 
0,6% ( 01 koma en am per eratus) pe bulan d ih itung dari 
Paj ak yang lebi d ibaya untuk jangka aktu paling lama 
24 (ua u u emp t) bul s , ba' a ri bulan 

ihitung (sat ) ban. 
(2) Imbala n bunga s bag 'mana dim sud p da ayat (1) 

dihit g sejak bul n peluna an sa p dengan 
diterbitkannya Sur t Keputusan Keberatan. 

(3) alam al keberatan Wajib Pajak d' t lak ata u dikabulkan 
se agian, ajib Pajak dikenai anksi a dm' istratif berupa 
dend s ebesar 30% (tiga pu uh persera tus) dari jumlah 
Paj be dasarkan keput san keberatan dikurangi dengan 
Pajak yang tel d ' ayar se elum engajukan keberatan. 

(4) Surat permoh onan k eberata , keputusan penolakan atas 
keberatan, d n ep tusan persetujuan atas keberatan 
dengan format sebagaimana tercantum dalarn lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

BAB XIII 
TATA CARA PENGAJUAN DAN TINDAK LANJUT 

ATAS PUTUSAN BANDING 

8agian Kesatu 
Pengajuan Banding 

Pasa149 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding atas 
Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal47 ayat (3). 
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(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan kepada badan peradilan pajak sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal50 

Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 
menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 
(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. 

Bagian Kedua 
Tin dak Lanjut ata s Putu a n Banding 

Pa sal51 

(1) Dalam hal perm ohonan banding dikabulkan seba 'an atau 
seluruhnya , keleb ihan pembayaran Pajak dike . balikan 
dengan ditambah im balan bunga sebesar 0,6% (n 1 koma 
enam perseratu ) p erbulan ihitung dari Pajak a n g lebih 
dibayar untuk j n gka wa ktu paling a a 24 (du r puluh 
em pat) bulan serta bagian d ari bulan dihitung enuh 1 
(satu) bulan. 

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud 
eja k b u lan pel an 

dite nya Put san B d' 
D lam hal a 'ib 'ak menga 
adminis trasi b rupa denda sebe a r 
persera tus) sebagaimana im a ks d 
ayat (3) idak dik enakan. 

ayat (1) 
dengan 

in, sanksi 
(ti a puluh 

Pasal 48 

(4) Dala hal perm oh onan ba din ditol r k atau d ikabulkan 
sebagian, W " Paj ikenai sa n d mi ' ~ tr si berupa 
dend a se esar 6 0 % (en a m uluh ersera tus) d i jumlah 
Pa'ak ber a sarkan pUtusa ba d i g d ikurangi dengan 
Paja k yang telah di aya r sebel m m ngajuka beratan. 

BAB XIV 
TAT CARA P NAGIHAN, KEDALUWAR A PEN GI AN, 
PENGHAPUSAN IUTANG, DAN PE MERIKSAAN PAJAK 

Bagian Kesat 
Penagihan an Kedalu war a Penagihan 

Pa al 52 

(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam STPDj 
SKPDKBjSKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding m erupakan 
dasar Penagihan Pajak. 

(2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau 
pelunasan, dapat dilakukan imbauan. 

(3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo 
pembayaran atau pelunasan, d ap at dilakukan Penagihan 
Pajak. 
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Pasal53 

(1) Dalam rangka me1aksanakan Penagihan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) Bupati menunjuk Kepala 
Perangkat Daerah untuk melaksanakan Penagihan. 

(2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berwenang: 
a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan 
b. me erb'tk n: 

1. S rat Te ran, urat erin atan atau surat lain 
yang seJenlS; 

2. surat per'nta h penagih a n seketika n kaligus; 
3 . surat paksa; 
4. surat per i ah melaksanakan penyitaan; 
5. surat perinta h pencegahan dan penyanderaa n ; 
6. surat pen cabutan sita; 
7. pengumum a n lelan ; 
8. surat pe entuan harga limit; 
9. pembatalan le1ang; dan 
10 . S rat d a n media lain y g diperlu a n untuk 

pe a a n a a n penagihan P j I in£ . 

S Media in sebagaim pada 
I'u bang a 0 mer r t Himbauan, 

pa ndu k / S iker, danl pelan Plang. 

P sal 54 

Ta ta cara P n agihan dan ke aluwarsa enagihan ilakukan 
sesuai k etent an eraturan Bupati m e genal t a ta cara 
penagihan Pajak . 

Bagi Kedu 
e gha pusa n Piutang Paj k 

P sal 5 5 

(1) Bupa ti m lakukan pen gelolaan p 'uta n g Pajak untuk 
menen tukan p r ioritas Penagihan Paj 

(2) Bup ti a a u Kepala Perangk Da erah memerintahkan 
Ju sita ajak untuk me akukan Penagihan sebagaimana 
dimaks dala m Pasal 53 . 

(3) Piutang Pajak yang t i ak mungkin d itagih lagi karena hak 
untuk melakuka n Penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
dihapuskan. 

(4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) ditetapkan dalam k eputusan Bupati. 

(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada a yat (4) 
ditetapkan dengan mempertimbangkan: 
a. pelaksanaan Penagihan sampai dengan batas waktu 

kedaluwarsa Penagihan; dan 
b . hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal 

Daerah. 
(6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a 

dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan. 
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(7) Tata cara penghapusan piutang Pajak sesuai ketentuan 
Peraturan Bupati mengenai penghapusan piutang Pajak. 

Bagian Ketiga 
Pemeriksaan Pajak 

Pasal56 

(1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah berwenang 
m n aan n guji kepatuhan 

pe enuhan ke ajiban ajak a uu lain dalam 
rangk a m elaksanakan ketentuan perat an perundang­
undangan m engen ai Pajak. 

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan m uhan 
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksu ada 
ayat (1 ) 'lakuk dalam hal: 
a. Wajib Pajak mengajukan pengembali atau 

kompensasi kelebihan pem bayaran Pajak; 
b. terdapat keterangan lain berupa ta kong r t yang 

menunjukan bahwa Pajak terutang tidak at u urang 
bayar; dan 

c . ajib aja k yang te pi i u dilakukan 
pemeriksaa n berdasarkan analisis resiko. 

(3) P eriksaa u n tuk tuju an ain bagai a d im aksud 
pa aya t ) dilaku kan pa ing sediki un u : 
a. pemberian NPWPD/NOPD secara jabatan; 
b . pen ghapusa NPWPD /NOPD; 
c. p e yelesaian permohonan k berat n Wajib Paj k; 
d. pen cocokan a ta dan/ at u a lat ket r ngan; d an/ atau 

. pem erik aaan da a rangka pe g 'h a Paja k aerah. 
(4) Pemeriks an n tuk tuju a n lain ebag 'm ana imaksud 

pada ay t (3) m eliputi pe ent an, en ocokan, atau 
pen gumpulan m a teri yang be kaitan en ga tujuan 
pemeriksaan . 

(5) Tata cara em eriksa an Pajak sesu ai ketentu a n Peraturan 
Bu pati m engenai Pemeriksaan Pajak. 

BAB XV 
MBUKU N 

Pasa1 57 

(1) Wajib Pajak mela ukan pembukuan atau pencatatan dapat 
dilaksanakan secara elektronik dan/ atau non-elektronik, 
dengan ketentuan: 
a. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan 

peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000 ,OO 
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib 
menyelenggarakan pembukuan 

b. Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan 
peredaran usaha kurang dari Rp4 .800.000.000,OO 
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat 
memilih menyelenggarakan pembukuan atau 
pencatatan. 
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(2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan 
dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan 
keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. 

(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan. 

(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b 
paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data 

. . p ya agar dapat 
digu akan un uk m nghi ng b ara n Pajak yang 
terutang. 

(5) Buku, catatan , dan doku m en a g enj d i dasar 
pembukuan ata u pencatatan, termasuk do m I hasil 
pengolahan data dari pembukuan yang dikelo secara 
elektron·k ata secara program aplikasi online 
sebagaimana dim aksud dalam ayat (1) wajib d i ·mpan 
selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiata n atau 
tempat tinggal Waj ib Pajak orang pri a di, atau di tempat 
kedudukan Wajib Pajak Badan. 

BAB XVI 
RI N IN E TIF PE UNGUTAN P 

Pa sal 58 

1) Perangkat Daerah yang melaksanaka pemun tan Pajak 
dapat diberi in sentif atas dasar pencapaian kinerja 
terten tu . 

(2) Pemberian inse tif sebagaimana dimaks d dalam ayat (1) 
d itetapkan m e alui an ga ran penda pa an b a ja claerah. 

3) Tata cara pemberian an p erna f a n insentif 
Pem u n gutan Paj a k seb gaimana dim a sud a a ayat (1) 
d ia tu r berd sarkan peraturan perun a n g-u angan. 

BAB XVII 
ETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal59 

(1) Wajib jak ya g karen a kealpaannya tidak menyampaikan 
SPTPD atau engisi den gan tidak benar atau tidak lengkap 
atau melampirk n keterangan yang tidak benar sehingga 
merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana 
denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang 
yang tidak atau kurang bayar. 

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan 
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap 
atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga 
merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana 
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang 
yang tidak atau kurang bayar. 

(3) Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat 
dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) 
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tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak 
berakhir atau bagian tahun Pajak berakhir atau tahun 
Pajak yang bersangkutan berakhir. 

(4) Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPTPD sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat ( 1) dikenakan Sanksi 
administratif berupa denda yang ditetapkan dengan STPD 
sebesar Rp500000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap 
SPTPDo 

( ) Be a sarkan hasi pemeriksaan er apa kekurangan Pajak 
yang terutang seabagaimana d im aks d lam Pasal 56 
ayat (2) poin b m aka d iter bitkan SKPDKB i t bah sanksi 
administra tif berupa bunga sebesar 1,8% ( tu koma 
delapan persen) perbulan dari Pajak yang ran g atau 
terlambat dibayar dihitung sejak saat terutang a ajak 
atau berakhirnya m as a Pajak, bagian tahun Pajak, atau 
berakhirnya masa bagian tahun Pajak atau tah Pajak 
sampai dengan d iterbitkannya SKPDKB un k jangka 
waktu 24 (dua uluh empat) bulan se ta bagian da i bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan 0 

(6) Wajib Pajak yang tidak melaporkan S PD seb gaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 aya ) dan 2 ya itu tidak 

elaporkan SPTPD paling lama 15 r belas) h ari kerja 
te a erakhirnya rna aj a ka n sanksi 

a inistraf berupa bunga se esa a k rna dua 
persen) perbul ari Paja yang rang a a u terlambat 
d ibayar dihi u g seoak saa rutang a aj ak atau 
ber h irn a masa Pajak, bagia n tah Pajak at u tahun 
Paj k sa pai d engan diterbitkannya SKP K untuk 
jangka wak alin a ma 24 (dua luh e pat) bulan 
serta ba ia n dari bu a n dihitun g penuh ( a tu) bulan, 
s eja k sa terutangnya ajak dita m bahkan den oan sanksi 
admi is tra if ben.lpa k n a ikan sebesar 50% ( ima puluh 
perse ) da 0 pokok Pajak yang kurang d ibay 

(7) Apa bil setela h penerbita n SK DKB ebagaimana 
dim aksu pada a at (6) d itemukan ata aru dan/ atau 
dat yang s m la belum terungka da menyebabkan 
p nambahan Pajak ya n g terut g etelah dilakukan 
peme iksaan maka diterbitkan SKPDKBT disertai sanksi 
adm

o 
istra of berupa enaika sebesar 100% (seratus 

persen) daro ju m lah keku angan Pajak yang terutang dalam 
SKPDKBTo 

(8) Apabila Wajib Pa°ak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
57 tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan 
secara elektronik dan/atau non-elektronik dan dalam 
pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak tidak koperatif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 maka dikenakan 
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 ,2% (dua koma 
dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau 
terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak 
atau berakhirnya mas a Pajak, bagian tahun Pajak, atau 
tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, 
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) 
bulano 
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BAB XVIII 
PELAPORAN DAN REKONSILIASI PENERIMAAN PAJAK 

Bagian Kesatu 
Pelaporan 

Pasal60 

(1) Pelaporan Pajak yang bertujuan untuk memberikan 
informasi tentan real·sasi enerimaan Pajak sebagai 
bagian dari Pendapatan Asli Daerah. 

(2) Pelaporan Pajak dilakukan sesuai ke nt an peraturan 
perundang-undangan m engen ai pengelol a n keuangan 
Daerah. 

Bagian Kedua 
Rekonsiliasi Penerimaan Pajak 

Pasa161 

Kas Umum Daerah a a u bank lain yang ditun· k m e1akukan 
rekonsiliasi penerimaan Pajak paling bat tan gal 10 
(sepuluh) bulan berikutnya. 

B B X X 
KE ENTU N PERALIHA 

P sal 62 

Pa a saat Pe turan Bupati nl lai berl ku, te h adap hak 
dan kew~· i an Wajib Pajak yang elum dis lesaikan sebe1um 
Peraturan Bup f ini diunda gka n, p e ye a ia a d ilakukan 
berdasarka n erat ran perun da n g-un d anga di b idang Pajak 
yang d itet p k n sebelum ber a kunya e turan u a ti ini. 

BAB XX 
KETENTU N PENU UP 

Pasal63 

Pada saa Peraturan ini mulai berlaku, maka: 
a. Pera tu ran Bupati Tasikm alaya Nomor 36 Tahun 2011 

tentang a ta Ca ra Pem u ngu an Pajak Hotel; 
b. Peraturan Bupati Ta ikmalaya Nomor 37 Tahun 2011 

ten tang Tata Car Pemungutan Pajak Restoran; 
c. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2014 

ten tang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan; 
d. Peraturan Bupat i Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan 
Pajak Penerangan Jalan; 

e. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 2 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir. 

f. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 4 3 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung 
Walet. 

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasa164 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Ditetapkan di Singaparna 
pada ta n ggal, 5 Januar i 2 24 

BUPATI TASIKMALAYA, 

AD 

BERITA DAERAH KABUP TEN TASIKMALAYA TA UN 2024 N MOR 3 
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LAMPTRAN 
PERA11JRAN BUPATI TASIKMALAYA 
NOMOR TAHUN 
TATA CARA PEMUNGUTAN PBJT DAN SARANG BURUNG WALET 

a. Contoh Formulir "endaftaran untuk Wajib Pajak Pribadi 

FORMUUR PENOAFTARAN WAIiB PAJAK OAERAH Kepada Vth . 

(PRlBAO!) Bupati Tasikmalaya 

BAOAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENOAPATAN OAERAH Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan 

KABUPATEN TASIKMALAYA Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Komplek Petka ntoran JI. Sukapura V (0265) 543504 Fax. (0265) 543505 di -

Web.: bpkpd.tas ikmalayakab.go.id / Email : bpkpd@tasi kmalayakab.go .id Tempat 

PERHATIAN: 

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK. 

2. Beri tanda V pad a kotalf' 1 vanR tersedia untuk iawaban vang diberikan. 

3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatatanRani harap diserahkan kembali kejlada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah langsung atau dikirim melalui 

Email : bpkpd@tasikmalayakab.go.idataumelaluiPos paling lambat tanggal .. 

KETERANGAN MENGENAI USAHA 

1. Nama Pemilik* 

2. Keterangan Pemilik Usaha' 

Warga Negara 

Tanda Bukti Did 

No. Tanda Bukti Diri 

NomorNPWP 

No. Telp. 

Alamat Pemilik Usaha 

- RT/RW 

- Kelurahan 

- Kecamatan 

- Kabupaten/ Kota 

- Kode Pos 

3. Jenis Usaha 

10ENTITAS USAHA 

Nama Usaha* 

Alamat* 

- RT/RW 

- Ke lurahan 

- Kecarnatan 

- Kode Pos 

No. Ijin Usaha 

Keterangan Usaha· (opsional 

khusus untuk di isi petugas) 

No. Telp. Usaha' 

Nama Pengelola' 

Alamat Pengelola' 

No. Telp. PenRelola* 

Nama Tempat Pekerjaan/ 

Tempat Usaha 

OIlSI OLEH PETUGAS PENERIMA 

I IWNI I WNA 

I IKTP I PASPORT I I NPWP 

I IReklame I I Sarang Burung Walet 

I lAir Tanah I I PBJT 

I IMBLB I I 

NamaJelas 

Tanda Tangan : 

01151 OLEH PETUGAS PENCATAT DATA 

NPWPD yang diberikan : 

I I I II II I I I I I I I II I I I ~ 

Tempat/Tanggal 

NamaJe las/NIP 

Tanda Tangan 

------ ------------- ---- ----- ------- Gunting di s;n;------------------------ ---------- --

Nama 

Alamat 

TANDA TERIMA 

FORMULIR PENDAFTARAN 

No. Formulir : .. 

Yang Menerima, 

( ...... ....... ......... .. ............. ) 
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b Contoh ]'onnulir Pendaftar.tn untuk WajibPajak Radan 

FORMUUR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK OAERAH Kepada Vth. 
(BAOAN) Bupati Tasikmalaya 

BAOAN PENGElOLA KEUANGAN DAN PENOAPATAN OAERAH Cq. Ke pala Badan Pe ngelo la Keuangan dan 
KABUPATEN TASIKMALAVA Pendapatan Oae rah Kabupaten Tasikmalaya 

Komplek Perkantoran II . Sukapura V (0265)543504 Fax. (0265)543505 di-
Web.: bpkpd.tasikma layakab.j!o.id / Email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id Tempat 

PERHATlAN: 

1. Harap dii si dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK. 

2. Beri tanda V pada kotal/" l yang tersedia untuk jawaban yang diberi kan. 
3. Sete lah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatatangani harap diserahkan kembali kepada 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Oaerah lan2sun2 atau dikirim melalui 

Email: bpkpd@tasikma layakab.go.idataumelaluiPos paling lambat tanggal ... ..... .......... ...... 
KETERANGAN MENGENAI USAHA 

1. Nama Badan Usaha" : 

2. Alamat Badan Usaha" : 
3. Nomor NPWP' 

4. Telepon Badan Usaha" 

5. Keterangan Pemilik Badan Usaha' 

Nama Pe mili k : Jabatan : 

Warga N e~ara : I IWNI I I WNA 

Tanda Bukti Oiri : I IKTP I I PASPORT I I NPWP 
No. Tanda Bukti Oiri 

No. Telp. 

Alamat Pemilik Badan Usaha : 

- RT/RW : 

- Kelurahan 

- Kecamatan : 

- Kabupaten/Kota : 

- Kode Pos : 

6. Nama Pimpinan Badan Usaha" 

7. Jenis Usaha I IReklame I Sarang Burung Walet 

I IAi rTanah I PBlT 

I IMBt8 "1 
IOENTITAS USAHA 

Nama Usaha" : 

Alamat· 
-RT/RW : 
- Kel urahan : 

- Kecamatan : 

- Kode Pos : 

No. liin Usaha 

Keterangan Usaha" (opsional 

khusus untuk di isi petugas) 
: 

: 

: 

: 

No. Telp. Usaha" 

Nama Pengelola" : 
Alamat Pengelola" 

No. Telp. Pengelola* 

Nama Tempat Pekerjaan/ 

Tempat Usaha : 

............................. ... , ..................................... 
Nama Jelas 

Tanda Tangan : 

OilS I OLEH PETUGAS PENERIMA OIlSI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA 

NPWPD yang diberikan : 

I II II II I II I I II I I I I I I 

TempatITanggal 

Nama Jelas/NIP : 

Tanda Tangan 

Gunting di sini---- --

No. Formulir : .. .................................. 

TANOA TERIMA 

FORMULIR PENDAFTARAN 

Nama : .... ............................................. .... .......... ....... 

Alamat : .............•............................ .. .......... ............... --. 
................ . , .............. -........... . .. 

Ya ng Menerima, 

( ................................... ..... ) 
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PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN NO.SPTPD ...... ... ......... .... ... ......... ... 

PENDAPATAN DAERAH MASA PAJAK ......... .......... .. ........ .... .... 
Komplek Perkantoran JI. sukapura V W (026S) S43S40 Fax. (026S) S43S0S 

TAHUN PAJAK Kode Pos 4641S e-mail: bl1kl1d@tasikmala'iakab.go.id .... ...... .... .. .............. ...... ...... . 
SINGAPARNA 

SPTPD 
(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) 

PAJAK SARANG BURUNG WALET 

Kepada 
N.P.W.P.D ......... . ... . ..... . . . ... . .. ... . . .. . ... . .. . .... .... . 

I I I I I I I I I I I I I I I I I ......... ....... .. ... ..... ... .. .. .. ... ..... ........ . 
di-

....... .. .... .. ..... .............. ...... 

PERHATIAN: 

l. Harap diisi dalam rangkap 2 ( dua ) ditulis dengan hurup CETAK; 

2. Beri nomor pada kotak D yang tersedia untuk jawaban yang diberikan; 
3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Keuangan Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya paling lambat pada tanggal 15 hari kerja bulan berikutnya; 
4 . Keterlambatan penyerahan dari tanggal terse but di atas akan dilakukan Penetapan Secara Jabatan. 

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK 

l. Nama Wajib Pajak · ... ...... ..... , .. .. .. ........ ... .... .. .. .. ... .... .. .. .... ................ ..... .. ..... ...... ... .. ........... ...... ........ .... ....... .... .. 

2. Alamat · ... .. ..... ..... ... ........ ...... ..... ... ... .... ... ... .... ... ..... ... ...... .... ... ..... ... .... .... ........ ........... .... .... .... .. ........ 

3. Nama Objek Usa ha · ... ..... ... ... .... ........... ...... ..... ... ........ ..... .. .. ... .. ............ .... ... ...... ..... .. ........... ... .. ... ... .. ...... .. ..... ... . 

4. Alamat · .... .. -.. .. ......... .... .. .... .. .. .. ........ ..... .. ............. ........... ...... ... ....... .... ... ... ..... .. .... ...... .............. ...... 

5. NPWPD · ... ... ..... ...... .... .............................. .. ...... .. ..... .. ... ... ....................... ......... ......... ........ ... ... .... .. .. . 

B. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENGUSAHA SARANG BURUNG WALET 

1. Lokasi Sarang Burung Walet I I I 01. Habitat alami (Goa) 

I I I 
02. Di luar habitat alami (Bangunan) 

Volume Harga Dasar Jumlah Pajak 

Jenis Sarang Burung Walet 
Pengambilan 

Pasar Pengenaan 
Ta ri f 

Terutang No. Sa rang Burung Pajak 
Walet (kg) (Rp/kg) Pajak (Rp) 

(Rp) 

1 2 3 4 5 = (3 X 4) 6 7 = (5 X 6) 

1. Walet (Habitat Alami) 10% 
----- _ .. _ ........ _-_ ... _-_. __ . __ ......... _._._ .. _ .. __ ._ .. _---_._--_ ... _-- .._-_._--------_. __ ._-_ ... -_ . .. _ ... _-------_ .... _ .. .. __ .--------_ .. ..-_ .. _ . 

2. Walet (Luar Habitat Alami) 10% ........... __ ...... _. . ..... H.H • • H ......................... ___ ...... _ ........ HH ...... H_._ ....... H ••• H_._.H ... . . H . .. H ..... ... .... _. ........... -_ ........ -........... __ ... -._ .. _ .... _ .. ..... -.. .... -..... .. .. .................... . ..... ... _._ ................ __ ........ _-- .................. _._-_ ...... _--_._._ .... _- ..... __ . __ .. - .. .. _ .. H ...... _ .. _ ..... _ ...... 

._-----_.- -_._----_.-... _-~.-----.... --- -_._--_._--_._-- .... _._-----_._---_. ._------

3. 10% X DPP Jumlah pajak yang terutang 
----_ ... _ .. --

i 4. TBP/SSPD I Pajak yang sudah dibayar 
f-.--

i 
--_ .. -

5. (3-4) ! Sisa pajak terutang 

6. Data Pendukung : 
- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Ada/tidak ada 
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C. PERNYATAAN 

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami 
beritahukan terse but di atas beserta lampiran-Iampirannya adalah benar, lengkap dan jelas . 

... .. ...... ... .... / .. .. .. ......... .... ........... 

Wajib Pajak, 

Nama Jelas 

D. DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA BPKPD 

Diterima tanggal 
Nama Petugas 
NIP 

( ) 

-------------------------------------------------------- gunting disini -----------------------------------------------------------

NPWPD 

Nama 

Alamat 

No. SPTPD 

TANDA TERIMA SPTPD 
PAJAK SARANG BURUNG WALET 

.... ... ...... .......... , ...... ........ .. ..... ....... .... . 

Yang Menerima 

( ............ ..... .. ........ .. ... ........... ) 



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
BADAN PENGELOlAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

Komplek Perkantoran JI. Sukapura V 3(0265) 543504 Fax. (0265) 543505 

Web.: bpkpd.tasikmalayakab.go.i d / Ema il : bpkpd@tasikma layakab.go.id 

SINGAPARNA 
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NO.SPTPO 

MASA PAJAK 

TAHUN PAJAK 

SPTPD 

N.P.w.P.O r-.....--,--,-,--,--,---, 
CD L-I --L-"---l.--'--'---'----.J 

PERHAllAN : 

(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) 
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU 

Kepada : 

CD IT] di-

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dituli s dengan hurufCETAK; 

2. Beri nomer pada kOtO ya ng tersedia untuk jawaban yang diberikan; 
,j , ::.eteran 01151 can oltanaarangam, narap Olserankan KemOait Kepaaa I:WK .... U KaoUpaten las lKmalaya paling ramoar paca l~ nan KerJ3 DUl an 

4. Keterlambatan penyerahan darl tangga l tersebut di atas akan dllakukan Penetapan Pajak Seca ra Jabatan. 

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK 

1. Nama Wajib Pajak 

2. A1amat 

3. Nama Obj"" Usa ha 

4. A1amat 

5 . NPWPD 

B. OIlSI OLEH PENGUSAHA/PENGELOLA 

1. Klas ifi ka si PBlT 01 Makanan dan Minuman 03 Jasa Perhotelan as Jasa Kesenian dan Hiburan 

D ······· D D ······· 
02 Tenaga Ustrik 04 Jasa Pa rkir 

D ········································ D ··· ·················· ··················· 

2. Pembavaran .. ....... ... ........... .............. ........... ................. . Rp 

3. Pemberian Potongan Harga/Pemberi an Cuma-cuma Rp 

4. Pembayaran lainnya Rp 

5 . Dasar Pengenaan Pajak (DPP) (2+3-+4 ) Rp 

6. Pajak Terutang 10% X DPP Rp 

7. PBJT atas jasa hiburan (diskotek. ka raoke. klub mal am. bar. dan mandl uap/spa) pajak terutang 40% X DPP Rp 

8. Pajak yang s udah Dibayar (TBP/55PD) Rp 

9. Sisa Pajak Terutang (6 - 8) atau (7-8) Rp 

10. Data Pendukung : 

- SuratSetoran Pajak Daerah (5SPD) Ada/tidak ada 

- Nota Penj ualan/ Karcis/Tiket/ Harga Tanda Masuk/ Jumlah KWH Ada/tidak ada 

- Rekapltu lasi Pemberian Pot. Harga/Pemberian Cuma-cuma Ada/tldak ada 

- Rekapitulasi Pembayaran lalnnya Ada/tidak ada 

C. PERNYATAAN 

Oengan menyada r i sepenuhnya aka n segala akibat termasuk sa nksi-sa nksi ses uai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya ata u yang 
saya beri kuasa menvatakan bahwa apa yang tel ah kami beritahukan tersebut di atas beserta l ampi ran-Iampirannya adalah benar, lengkap dan jelas . 

Oiterima tanggal 

Na rna Petugas 

NIP : 

( . 

D. OIiSI OlEH PETUGAS PENERIMA BPKPO 

( ............... . 

W aj ib Pajak. 

. ....................................... ) 
Nama Jela s 

............. .. ... .. ... ...... ) 

f------------------------ Guntingdisini -----------------------i 

NPWPD 

Nama 

Alamat 

No. SPTPD : ................... .......... . 

TANDA TERIMA SPTPD 

PAJAK BARANG DAN JASA TERTENlU 

............. ....... ... ...........•....... ... .... .. ........................... 20 .. ..... . . 
Yang Menerima. 

( ...... .......... ...... ..... .. .... .................•................ ) 
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PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 

Komp. Perkantoran JI. Sukapura V 46415 (0265) 543504 Fax. (0265) 543505 Singapama 

( SSPD) 
SURAT SETORAN PA.JAK DAERAH 

Nama 

Alamat 

Nama Usaha 

Alamat 

NPWPD 

Menyetor berdasarkan *) 

KETERANGAN 

PAJAK 

REKENING 

MASA PAJAK 

TANGGAL JATUH TEMPO 

DSKPD 

D SKPKB 

D SKPDKBT 

No. SPTPD 

OMSETYANG DILAPORKAN Rp. 

PAJAK TERHUTANG Rp. 

DENDA Rp. 

SETORAN Rp. 

TERBILANG 

D SPTPD 

D SPTPD 

D SK Angsuran 

Diterima Oleh ; 

Petugas 

No. SPPD 

No. Bayar 

SINGAPARNA, ..... -...... -20 .. . 

PE NYETOR 



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN 
DAN PENDAPATAN DAERAH 
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SKPDlB 

No. Urut 

(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR) 
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU 

Nama Wajib Pajak 
Alamat 
NPWPD 
Tanggal Jatuh Tempo 

( ........................................... ) 
Masa Pajak : .. ....................... . 
Tahun ............ .... ......... . 

I. Berdasarkan Pasal ... .. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalya Nomor ....... tahun 
........ , telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pemenuhan kewajiban 
Pajak Barang dan Jasa Tertentu ( ........ .. .... ..... .................... ........ .... ..... ) . 

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang 
masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 
2. Pajak terhutang ( ..... % X DPP) 
3. Kredit Pajak: 

a. Kompensasi kelebihan tahun lalu 
b. Setoran yang dilakukan 
c. Lain-lain 
d. Jumfah yang dapat dikreditkan (a+b+c) 

4. Jumlah kekurangan pembayaran pajak 
(2-3d) 

5. Sanksi administrasi 
a.Bunga 0,6% 

Jumlah sanksi administrasi 
6. Jumlah yang masih harus dibayar(4+5) 

Dengan huruf 

PERHATIAN: 

Rp ... ... ... ........ . 
Rp ........... .... .. . 

Rp ............ . . 
Rp .. ........... . 
Rp ............. . 

Rp ........... ....... . 

Rp ... ... ...... ...... . 

Rp .............. . 
Rp ......... .. ..... . 

Rp ...... ... ... ..... . 

Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan mengguna kan Surat Perintah 
Membayar Kelebihan Pajak ( SPMKP ) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS). 
Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa 

Tertentu . 

a.n. KEPALA BPKPD 
Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah, 

NIP. 



NPWP 

Nama 

Alamat 
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No.SKPDLB .... .......... ... . 

TANDA TERIMA SKPDLB 

PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU 

( ............................................. ) 

Tasikmalaya, ......................... . 
Yang Menerima, 



45 

FORMAT PERMOHONAN PEMBETULAN : 

Nomor 

Lampiran 

Perihal 

j j 

Permohonan Pembetulan 

••••• • •• • • • • "OJ • •• •• ••••••••••• 0. 

Kepada 

Yth. Bupati Tasikmalaya 

cjq. Kepala BPKPD 

Kabupaten Tasikmalaya 

di 

SINGAPARNA 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama Pemilikj Pengelola 

Alamat 

Bertindak untuk dan atas nama: 

Nama Perusahaan 

NPWPD 

Alamat 

Kami mengajukan surat permohonan pembetulanj pembatalanj penguranganj 

penghapusan sanksi admnistrasi atas STPDj SKPDj SKPDKBj SKPDKBT j SKPDLB untuk 

Pajak ( .... ........ ... .... ... ........ .... .. ...... . .... ... .... .. .. )*) Nomor 

bulan Tahun Jumlah Rp . 

... ........................ dengan alasan ... ............................. . 

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami 

ucapkan terima kasih. 

Hormat Saya 
PEMOHON, 

... ......... ...... ... .......... 



Membaca 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 
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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
BADANPENGELOLAKEUANGANDAN PENDAPATANDAERAH 

Komplek Perkantoran JI. Sukapura V 1i (0265) 543504 Fax. (0265) 543505 

Web.: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email: bpkpd@tasikmalayakab.go.id 
SINGAPARNA 

KEPUTUSAN 
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 
Nomor: .. ................... ......... ......... . 

TENTANG 
PEMBETULAN 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

Surat permohonan Nomor .................. ......... ......... tanggal ... ......................... .. .......... . 

Atas Nama 
Alamat 
NPWPD 

a. hasil pemeriksaan atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan 
keberatan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana 

dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan: 
Nomor : ... ......................... . 
Tanggal : ............................. . 

b. bahwa terdapat cukup alasan untuk melakukan pembetulan, pembatalan, 
pengurangan keberatan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif 

1. Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ..... tentang Pajak ....................................... . 

2. 

MEMUTUSKAN 

Meneriman Surat permohonan Nomor ..................... tanggal .................. ................ . 

Atas Nama 
Alamat 
NPWPD 

Berhubung .................................... .......................................... ......................................... . 

Memenuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah dibetulkan 

sebagaimana terlampir. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan 
perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata 
terdapat kekeliruan di dalam penetapannya. 

Ditetapkan di ........................... .................. . 
Pad a tanggal ............................................. . 

Kepala Badan Pengelola Keuangan 
dan Pendapat an Daerah, 

NIP .................................. .. 



47 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN 
DAN PENDAPATAN DAERAH 

SKPDKB 
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) 

PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU 

Nama Wajib Pajak 
Alamat 
NPWPD 
Tanggal Jatuh Tempo 

( ........................................................ ) 
Masa Pajak 
Tahun 

No. Urut 

I. Berdasarkan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor ....... tahun ... ... . / 
telah dilakukan pemeriksaan at au keterangan lain atas pemenuhan kewaj iban Pajak 
Barang dan Jasa Tertentu ( ........ ...... ...... ... ... ..... .......... .... ... ..... ............ ). 

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain terse but di atas, penghitungan jumlah yang 
masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 
2. Pajak terutang (10% X OPP) 
3. Kredit Pajak: 

a. Kompensasi kelebihan tahun lalu 
b. Setoran yang dilakukan 
c. Lain-lain 
d. Jumlah kredit pajak (a+b+c) 

4. Jumlah Kekurangan pembayaran pajak (2-
3d) 

5. Sanksi Administratif 
a.Bunga 0,6% 
c.Jumlah sanksi administratif 

6. Jumlah yang masih harus dibayar(4+5c) 

Dengan huruf 

PERHATlAN: 

Rp ... ... ... ........ . 
Rp ......... ... ..... . 

Rp ............. . 
Rp ... .......... . 
Rp ... ......... . 

Rp ... .. ....... ... ... . 

Rp .................. . 

Rp .. .... ... ..... . 
Rp ... .... ..... .... . 

Rp ................ . . 

Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah dengan menggunakan Su rat Setoran Pajak Daerah 
(SSPD). 
Peraturan Bupati Nomor 

Tertentu . 

Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa 

a.n. KEPALA BPKPD 
Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah, 

...... ... ..... .... .. .. ................. ..... 

NIP. 
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No.SKPDKB ............ ..... . 

TANDA TERIMA SKPDKB PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU 

( ...................................................... ) 

NPWPD 

Nama 

Alamat 

Tasikmlaya, ........................ ............ . 
Yang Menerima, 
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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
BADAN PENGElOLA KEUANGAN 
DAN PENDAPATAN DAERAH 

SKPDKBT 
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) 

PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU 

Nama Wajib Pajak 
Alamat 

NPWPO 
Tanggal Jatuh Tempo 

( .......................................... ) 
Masa Pajak 
Tahun 

No. Urut 

I. Berdasarkan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor ....... tahun ........ , 
telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pemenuhan kewajiban Pajak 

Barang dan Jasa Tertentu ( ................................................. ). 

II. Oari pemeriksaan atau keterangan lain terse but di atas, penghitungan jumlah yang 
masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 

1. Oasar Pengenaan Pajak (OPP) 
2. Pajak terhutang (10% X OPP) 
3. Kredit Pajak: 

a. Kompensasi kelebihan tahun lalu 
b. Setoran yang dilakukan 

c. Lain-lain 

Jumlah kredit pajak (a+b+c) 

4. Jumlah Kekurangan pembayaran pajak (2-
3) 

5. Sanksi Administrasi (Ps ............. Perbup) 
a.Bunga 0,6% 

Jumlah sanksi administrasi 

6. Jumlah yang masih harus dibayar(4+5) 

Oengan huruf 

PERHATIAN: 

Rp ......... ...... .. . 
Rp ................. . 

Rp ............. . 
Rp ............. . 
Rp ............ . 

Rp ... ............... . 

Rp .................. . 

Rp .............. . 

Rp ................ . 

Rp ............... .. . 

Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Oaerah 

(SSPO). 
Peraturan Bupati Nomor 
Tertentu. 

Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa 

a.n. KEPALA BPKPO 
Kepala Bidang Pelayanan Pajak Oaerah, 

....... .. ... .. .... .... ... .... .......... ... .. 

NIP. 
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No. SKPDKBT ................. . 

TANDA TERIMA SKPDKBT PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU 
( ............................................... ) 

NPWP 

Nama 

Alamat 

Tasikmalaya, ......................... . 
Yang Menerima, 
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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

BADAN PENGELOlAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

Komplek Perkantoran JI. Sukapura V 80265) 543504 Fax. (0265) 543505 

Web.: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id 

SINGAPARNA 

MASA 

TAHUN 

NAMA 

ALAMAT 

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ( NPWPD ) 

TANGGALJATUH TEMPO 

SKPDN NO. URUT: 

(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHil) 

.. .... .. ....... ... ... ....... ... .... ... ........ 

NO. KODE REKENING URAIAN PAJAK DAERAH 
JUMLAH 

(Rp) 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak 

Jumlah Sanksi a. Bunga 

b. Kenaikan 

Jumlah Keseluruhan 

Dengan Huruf 

a.n. Kepala BPKPD 

Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah, 

( ............... ........... ... ............ ....... .......... . ) 
NIP . .. ... ........... .. ........ .. ... ......... ... .... .. .. . . 

Gunting disini 

TANDA TERIMA SKPDN 
NO. URUT •••••.••••..••••.. 

NAMA 
Yang Menerima, 

ALAMAT 

NPWPD 

( ... ... .. ... ...... .......... ..... ... ...... .. ...... ) 
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............... , ... .............. . 

Peri hal : Permohonan Angsuran Kepada 
Yth. Bupati Tasikmalaya 

c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan 
Pendapatan Daerah (BPKPD) 
di 

Singaparna 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

Alamat 

Bertindak untuk dan atas nama: 

Perusahaan 

NPWPD 

Alamat 

Mengakui masih mempunyai utang Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas STPD/SKPDKB/ 
SKPDKBT*) ................................. Bulan ..................... Nomor ...... ............................ sejumlah Rp. 

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya utang Pajak Barang dan Jasa 
Tertentu (. ............................................. .. ) tersebut di atas dapat disetor dengan cara angsuran 
sebanyak ............................. ( ...................... ) kali dengan masing-masing tersebut di bawah ini dan 
akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal ............... .............................. . 

Rincian rencana angsuran sebagai berikut : 

No. Tanggal Penyetoran Angsuran Pokok Pajak Denda Jumlah 
(Rp) (Rp.) (Rp) 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 

Alasan pengajuan permohonan angsuran 
ini ........................................................................................... . 
(Keadaan keuangan perusahaan, R/K 3 (tiga) bulan terakhir dan STPD/SKPD/SKPDKB/SPDKBT *)) 

terlampir. 
Demikian permohonan saya dengan harapan dapat terpenuhi. 

Tanda Terima Pemohon, 
Diterima Tanggal : ........................ . 

Petugas BPKPD, 

NiP ... ... .. .......... .... ........ . 

*) Coret yang tidak perlu 



Perihal: Permohonan Penundaan 
Pembayaran 
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............... / .. ............. .. . 

Kepada 

Yth . Bupati Tasikmalaya 
c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan 
dan Pendapatan Daerah (BPKPD) 
di 

Singaparna 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

Alamat 

Bertindak untuk dan atas nama: 

Perusahaan 

NPWPD 

Alamat 

Mengakui masih mempunyai utang Pajak Barang dan Jasa Tertentu 

( .......................................... ) atas STPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/*) Bulan ................... Nomor 

sejumlah Rp. . ..... ........... .................... , yang jatuh tempo tanggal 

Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya utang Pajak Barang dan Jasa 

Tertentu tersebut di atas dapat ditunda tanggal jatuh temponya hingga tanggal ................. .. .. . 

Alasan pengajuan permohonan angsuran ini... .................................... ... ................................. . 

(Keadaan keuangan perusahaan, R/K perusahaan 3 bulan terakhir dan STPD/SKPDKB/SKPDKBT*)) 

terlampir. 

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat terpenuhi. 

Tanda Terima Pemohon, 
Diterima Tanggal : ... ............ ......... . 
Petugas BPKPD 

NiP ..................... ......... . 

*) Co ret yang tidak perlu 
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PEMERINT AH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAY A 
BADANPENGELOLAKEUANGANDANPENDAPATANDAERAH 

KompJek Perkantoran JI. Sukapura V if (0265) 543504 Fax. (0265) 543505 

Web. : bpkpd.tasikmaJayakab.go.id / EmaiJ : bpkpd@tasikmaJayakab.go.id 
SINGAPARNA 

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN 

ANGSURAN/ PENUNDAAN PEMBAYARAN *) 

NOMOR ......•.....•....••.....•...............• 

Setelah kami mempelajari dan mempertimbangkan, dengan ini diberitahukan bahwa surat 

permohonan angsuran/penundaan*) pembayaran pajak Saudara untuk Pajak Barang dan Jasa 

Tertentu ( .................................................... ) tertanggal ..................... Nomor ............................ . 

dengan sangat menyesal tidak dapat kami penuhi. 

Demikian agar Saudara maklum adanya. 

. ... .. ........... , .... .. .................... . . . 

KEPALA BPKPD, 

..................................................... 

NIP. 

*) Coret yang tidak perlu 
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PEMERINT AH DAERAH KABUPATEN T ASIKMALAY A 
BADANPENGELOLAKEUANGANDANPENDAPATANDAERAH 

Komplek Perkantoran Jt. Sukapura V if (0265) 543504 Fax. (0265) 543505 

Web.: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email: bpkpd@tasikmalayakab.go.id 
SINGAPARNA 

SURAT PERSETUJUAN 

ANGSURAN PEMBAVARAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU 

Menindaklanjuti permohonan angsuran pembayaran atas utang Pajak Barang dan Jasa 

Tertentu Saudara tanggal .. ................. ......... atas nama: 

Perusahaan 

NPWPD 

Alamat 

No. SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) 

Jatuh Tempo tanggal 

Kami memberi persetujuan atas permohonan Saudara, bahwa pembayaran atas utang Pajak 

Barang dan Jasa Tertentu (. ............................................ ) di atas dapat diangsur sebanyak ...... .. 

(. ................... ) kali dan dengan dikenakan bunga 0,6% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau 

kurang bayar dengan rincian jadwal pembayaran sebagai berikut : 

No. TanggalPenyetoran Pokok Pajak Denda Jumlah 

Angsuran (Rp) (Rp) (Rp) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Apabila Saudara tidak memenuhi pembayaran sesuai dengan jadwal di atas, maka penagihan 

dilakukan dengan surat paksa, tanpa pemberitahuan lebih dahulu. 

Tasikmalaya, ......................... . 

Kepala BPKPD, 

NiP ...... ................... . 

*) Caret yang tidak perlu 
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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
BADANPENGELOLAKEUANGANDANPENDAPATANDAERAH 

Komplek Perkantoran JI. Sukapura V a (0265) 543504 Fax. (0265) 543505 

Web.: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email: bpkpd@tasikmaJayakab.go.id 
SINGAPARNA 

SURAT PERSETUJUAN 
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU 

Menindaklanjuti permohonan penundaan pembayaran atas utang Pajak Barang dan Jasa 

Tertentu Saudara tanggal .................. atas nama: 

Nama 

Alamat 

Perusahaan 

NPWPD 

Alamat 

No. STPD/SKPDKB/SKPDKBT *) 

Jatuh Tempo tanggal 

Kami memberi persetujuan atas permohonan Saudara, bahwa pembayaran atas utang Pajak 

Barang dan Jasa Tertentu (. ...... ..................... ....... ................. .. . ) di atas dapat ditunda 

pembayarannya sampai dengan tanggal ................................. ... , dengan dikenakan bunga sebesar 

0,6% sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. 

Apabila Saudara tidak memenuhi pembayaran sampai dengan tanggal tersebut di atas, maka 

penagihan dilakukan dengan surat paksa, tanpa pemberitahuan lebih dahulu. 

Tasikmalaya, ......... ................ . 

Kepala BPKPD, 

NiP ............ .. .......... ... . . 

*) Caret yang tidak perlu 



Nomor 
Lampiran 
Perihal : Permohonan Keberatan 

Dengan hormat, 

Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama Pemilik/Pengelola 

Alamat 

Bertindak untuk dan atas nama 

Nama Perusahaan 

NPWPD 

Alamat 
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Kepada Yth. 
Bapak Bupati Tasikmalaya 
Cq. Kepala BPKPD 
di-

SINGAPARNA 

Kami mengajukan Surat Permohonan Keberatan Pajak atas STPD/ SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT / 
SKPDN/ SKPDLB untuk Pajak (. .. ... ............ ... .... ....... .......... .... ... )*) No .......... ... tanggal ............................. . 

bulan ........................ tahun .................... Jumlah Rp ... ............................ . 
Dengan alasan .................................. ....... .. ......... ... ........................... .. .... .......................... . 

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. 

*) Caret yang tidak perlu 

Hormat kami 
Pemohon, 



Membaca 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

PERTAMA 

KEDUA 
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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
BADANPENGELOLAKEUANGANDANPENDAPATANDAERAH 

Komplek Perkantoran JI. Sukapura V W (0265) 543504 Fax. (0265) 543505 

Web.: bpkpd.tasikmalayakab.go. id / Email: bpkpd@tasikmalayakab.go.id 
SINGAPARNA 

KEPUTUSAN 
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 
Nomor: ...................................... .. 

TENTANG 
PENOLAKAN ATAS KEBERATAN PAJAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

Surat Permohonan Keberatan Pajak 
...... ... ....................................... ................ tanggal ........................................ . 
Atas 
Nama 
Alamat 

NPWPD 

Nomor 

a. hasil pemeriksaan atas permohonan keberatan pajak sebagaimana 
dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian; 

b. bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk menerima seluruhnya/menerima 
sebagian keberatan yang diajukan Wajib Pajak; 

1. Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ..... tentang Pajak .............................. .. .. 
2. 

MEMUTUSKAN 

Menolak Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor ............................................ .. 
Tanggal .................................... . 
Atas Nama 
Tahun/Bulan 
Alamat 

NPWPD 
Berhubung ............................................................... ......................................................... . 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan 
diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya. 

Ditetapkan di ............................................ .. 
Pada tanggal ............................................. . 

Kepala Badan Pengelola Keuangan 
dan Pendapatan Daerah, 

NIP ................................. . 



Membaca 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

PERTAMA 
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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
BADANPENGELOLAKEUANGANDANPENDAPATANDAERAH 

Komplek Perkantoran 11. Sukapura V fir (0265) 543504 Fax. (0265) 543505 

Web.: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id 
SINGAPARNA 

KEPUTUSAN 
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA 

Nomor : .... .. ... ...... ... ... ...... ...... ...... . 

TENTANG 

PERSETUJUAN ATAS KEBERATAN PAJAK 

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor ...... ... ... ... .. ........ tanggal ... ......... ......... . 
Atas .... ... ............... ..... ....... ...... .................. ................... ..... ... ... ... ...... .. ................ . 

Nama 
Alamat 
NPWPD 

.......... ...... .. ................... ........................ .... ............................................ ....... 

.... ............ ........................ ... ...................... ....................... ... ............... ...... .... 

a. hasil pemeriksaan atas permohonan keberat an pajak sebagaimana 

dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian; 
b. bahwa terdapat cukup alasan untuk menerima seluruhnya/menerima 

sebagian keberatan yang diajukan Wajib Pajak; 

1. Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ..... tentang Pajak ... .............................. . 

2. 

MEMUTUSKAN 

Surat Ketetapan .................. ......... ... ...................... ..... .... ....... ..... .. ................ ...... ......... ... .. . 

Nomor Urut 

Tahun/Bulan 
Nama/Merk Usaha 

Alamat 
NPWPD 
Nama Pemilik/ 

· .. ....... ............ ...... ........ .................. .... ... ............ .................... ....... . 
· ....................................... .... .. ......... ..................... ..................... ... . 
· .......................................... ......... ..... .......... ........................ ... ... ... . 
· ... ................... ................. .................. ............ .... .................... ...... . 
· .... .............. .................. ............................................. ......... ........ . 

Pengelola . ... ..... ............................... ......... ... ..... ....... ...... .. ..... ..... .................. . 
Semula ditetapkan : Rp . ...... ............ ...... ............ ..... . 

Dikurangi (ditambah) dengan sejumlah : RD· ............ .. .... ... ......... ........... . 
Besarnya Ketetapan menjadi : RD· ...... ............. .. ....... .... ......... . 
Dengan huruf: ............ ... ... ... ... ... ........................... ............................... .. ..................... ...... . 



KEDUA 
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Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan 
diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila 
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya. 

Ditetapkan di ........ .... ......... ............ ............ . 
Pada tanggal ..... ... ...... ... .... ............ .... .. .. .... . 

Kepala Badan Pengelola Keuangan 
dan Pendapatan Daerah, 

NIP . ... .... ........................ ... . 

BUPATI TASIKMALAYA, 


